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KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA

NOMOR : O6.a/ PR.O 1 . 3 -Kpt / 7 4O3 / r<PU -Kab / t / 2o2 |

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA

TAHUN 2020-2024

KETUAKOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA,

Menimbang bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor

I 97lPR.0 1.3-Kpt / O I / / KPU / lV / 2O2O tentang Rencana

Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2O2O-2O24;

bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan

Pemilihan yang berkualitas, demokratis, damai jujur
dan adil sesuai dengan Rencana Jangka Menengah

Nasional Tahun 2O2O-2O24, perlu disusun Rencana

Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna

Tahun 2O2O-2O24;

bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan

huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Muna tentang Rencana

Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna

Tahun 2O2O-2O24;

Mengingat Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi

(l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun

b

c

1

1959, Tambahan

\

a.
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1959, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia

Nomor 1822);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah sebaga irn414 telah diubah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-

Undang (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10

Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor I Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,

Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor 130, Tambahan kmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5898);

Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2Ol7 tentang

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan l.embaran Negara

Republik Indonesia Nomor 61O9);

a

4

5. Undang-Undang
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Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang

Kedudukan, T\rgas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan

Tata Ke4'a Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten / Kota (L,embaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 196);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

Tahun 2O2O-2O24 (Irmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2O2O Nomor 10);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2019 Tentang Tata Keq'a Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 32O), sebagaimana telah

diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 21 Tahun 2O2O tentang Perubahan

Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8

Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 1763);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun

2020 tentang T\rgas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi

dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 202O Nomor 1236);

6

7

8

9. Keputusan ...

5.
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Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor :

786 / SDM. 1 3-Kpt / OS / KPU / Vl I 20 18 tentang Penetapan

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna

Provinsi Sulawesi Tenggara Periode 2Ol8-2O23;

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Nomor 197lPR.01.3-Kpt/Ol / /KPU llV /2O2O tentang

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun

2020-2024;

Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna

Nomor : 06.a/PR.01.3-BAl74O3/KPU-Kab/l/2O21 tentang

Rencana Strategis Komisi Pemilihaa Umum Kabupaten Muna
Tahun 2O2O-2O24

MEMUTUSI(AN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA

TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUNA TAHUN 2O2O-2O24

Menetapkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Muna sebagaimana tercantum dalam lampiran
keputusan ini yang merupakan bagran tidak terpisahkan dari
keputusan ini.

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna
Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU merupakan dokumen perencanaan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Muna untuk periode 5 (lima) tahun
terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahlun 2024.

KETIGA
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KETIGA

KEEMPAT

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna

Tahun 2O2O-2O24 sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU, meliputi:

1. visi, misi dan tujuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Muna Tahun 2O2O-2O24;

2. arah kebiiakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka

kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna

Tahun 2O2O-2O24; dan

3. target kinerja dan kerangka pendanaan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Muna Tahun 2O2O-2O24.

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna

Tahun 2O2O-2O24 sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU menjadi pedoman:

1. penyusunan rencana strategi unit eselon III/IV dan

satuan kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Muna;

2. penyusunan rencana ke4'a di lingkungan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Muna;

3. penJrusunan dan koordinasi rencana program/kegiatan di

lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna

dan pemangku kepentingan lainnya;

4. pengintegrasian, sinkronisasi, dan konsistensi antara

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan

pengawasan program/kegiatan di lingkungan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Muna; dan

5. penggunaan sumber daya secara efisien, efektif,

berkeadilan dan berkelanjutan.

KELIMA

jdih.kpu.go.id/sultra/muna
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KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggd ditetapkan.

Ditetapkan di : Raha

padatanggal : 17 Januari 2O2l

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUNA,

KUBAIS

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN

Sub Hukum,

N
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KATA PENGANTAR

Perencanaan yang baik menrpakzrn pijakan awal untuk menentuk:rn arah

kebijakan yang strategis melalui penetapan program dan kegiatan yarg tepat.

Perencanaan yang hrsifat strategis merupakan acuan bagr semua pihak dalam

memformulasikan kebljakan, melakukan pemantauan/monitoring, dan

mengevaluasi program agnr sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dapat

dicapai dengan efektif dan efisien.

Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kabupa.ten Muna

Tahun 2020 - 2024 merupakan pedoman selama lima tahun ke depa.n serta

panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi pemilihan Umum

Kabupaten Muna, yang disusun dengan mempertimbangkan perubahal

lingkungan strategis, terutama yang menyangkut potensi, peluang, tantangan,

dan permasalahan yang dihadapi Komisi pemilihan Umum Kabupaten Muna.

Renstra dirumuskan untuk meniadi arahan bagi Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Muna dan para pemangku kepentingan dalam upaya mencapai

sasaran- sasaran yang telah ditetapkan.

Renstra ini juga disusun dengal berpedoman pada Rencana Strategis

Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 yat menjadi pedoman bagi seluruh

satuan keda Komisi Pemilihan Umum dibawahnya baik KPU Provinsi maupun

KPU Kabupaten/Kota dalam menyusun rencana strategis.

Mengingat hal tersebu! maka semua unit kerja, pimpinan dan staf Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Muna harus melaksanakan secara aluntabel dan

senantiasa berorientasi pada peningkatan kine{a. Untuk menjamin keberhasilan

pelaksanaannya dan mewujudkan pencapaian Visi Renstra Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Murra Tahun 2020-2024 yaifi Menjadi Penyelenggara

Pemilihan Umum yang Mandiri, kofessional dan Berintegritas untuk
Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL.

Rencana Strategis KPU Kab. Muna Tahtrnz0zo - 2024
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Atas segala masulan dan sumbangan pemikiran semua pihak yang telah

berpartisipasi mewujudkan Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna

Tahun 202O-2024 disampaikan penghargaan dan terima kasih. Semoga

dokumen perencanaan ini bermanfaat dalam mewujudkan Komisi Pernilihan

Umum Kabupaten Muna sebagai penyelenggara Pemilu yang memiliki integritas

dan laedibilitas.

7 Jarruari 2021

N MUNA,

KUBA]S

NETAUPKAB
ivlUI{A

Rencana Strategis KPU l(ab. Muna Ta'rurtzo2o - 2024
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BAB 1

PENDAHULUAN

Dalam perspektif ketatanegaraan, Pernilihan Umum (Pemilu) merupakan

titik awal strategis bagi peningkatan kualitas demokrasi. Ha-l ini bermakna

bahu,a Pemilu merupa-kan instrumen terpenting dalam mengukur tingkat

demokratisasi suatu negara. Indonesia, dalam sejarah perjalanannya telah

berhasil menyelenggarakan Pemilu sebanyak 12 (dua belas) kali dengan

beragam konstelasi politik yang melingkupinya.

Pemilu di Indonesia dimulai sejak tahurt 1955, f955, 1971, 1977, 1982,

1987, 1992, 1997, 1999, 2OO4, 2OO9, dan 2O14. Saat ini, Pemilu di Indonesia

dilal<ukan lebih teratur dan berkala setiap 5 tahun sekali, yang merupalal
perwujudan pengakuan demokrasi dan kedaulatan rakyat bagi setiap warga

negara Indonesia.

Proses kedaulatan rakyat yang diawali dengan Pemilihan Umum,

dimaksudkan untuk menentukan asas legalitas, asas legitimasi dan asas

kredibilitas bagi suatu pemerintahan yang didukung oleh rakJzat. Pemerintahan

dari rakyat, oleh rakyat dan untuk ralcyat akan melahirkan penyelenggara

pemerintahan yang demokratis.

1.1 Kondisi Umum

Kabupaten Muna terletak di jazirah Sulawesi begian tenggara, meliputi

bagran utara pulau muna, serta pulau-pulau kecil yang tersebar di sekitar

kawasan tersebut, terletak di bagian selatan khatulistiwa pada garis lintang

4006 - 5.150 LS dan 120.O00 - 123.240 BT. Luas daratan Kabupaten Muna

seluas 4.887 km2 atau 488.700 ha, berbatasan dengan sebelah utara

Kabupaten Konav/e Selatan dal Selat Tiworo, sebelah selatan Kabupaten Muna

Tengah, sebelah Barat Selat Spelman dan sebelah Timur Kabupaten Muna

Utara dan Pulau Kajuangi. Kabupaten Muna terdiri dari 22 kecarnatan yaitu:

1Rencana SEategis KPU Kab. Muna Taltld\zozo - ZO24
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1. Kecarnatan Towea

2. Kecarnatan Napabalano

3. Kecarnatan Lasalepa.

4. Kecarnatan Batalaiworu

5. Kecanatan Katobu

6. Kecamatan Duruka

7. Kecarnatan Lohia

8. Kecamatan Watopute

9. Kecanatan Kontunaga

10. Kecanratan Kontukouruna

11. Kecamatan Kabangka

12. Kecarnatan Kabawo

13. Kecamatan Parigi

14. Kecamatan Bone

15. Kecarnatan Marobo

16. Kecamatan Tongluno

17. Kecamatan Tongkuno Selatan

19. Kecamatan M.ligano

19. Kecarnatan Pasir Putih

20. Kecarnatan Batukara

2 1. Kecarnatan Pasikolaga

22. K*amatan Wakorumba Selatan

Berdasarkan perspektif kondisi wilayah dan geografis tentunya

memberikan tantangan tersediri dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum di

Kabupaten Muna khususnya pelaksanaan monitoring, distribusi logistik,

komunikasi, penerap€rn teknologi informasi dan lain-lain mengingat masih

minimnya fasilitas yang dimiliki KPU Kabupaten Muna. Oleh karena itu,
diperlukan perencanaan yang sangat baik dan terstruktur guna mendukung

pelaksanaan tugas dan tanggung jawab KPU Kabupaten Muna sebagai

penyelenggara Pemilihan Umum baik di tingkat Kabupaten.

Pelaksanaan demokrasi guna menjamin kebebasan w.uga negara

menggunakan hak-hak politiknya, masih menyimpan sejumlah pesimisme,

2Rencana Strategis KPU Kab. Muna TahunZOzO - 2024
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misalnya berupa pembelahan politik (suku, agama, ras, dan antar

kelompok/ SARA) yang disebabkan oleh: kebebasan warga negara dalam

berbicara-berpendapat yang difasilitasi oleh kemajuan tekonologi informasi;

kebebasan berkumpul berserikat yang difasilitasi oleh kebebasan membentuk

organisasi kepentingan dan partai politik; serta kebebasan memerintah diri
sendiri yang difasilitasi oleh kebebasan memilih dan dipilih dalam Pemilu.

Meskipun demikian, salah satu tolok ukur keberhasilan demokrasi adalah

tingkat partisipasi masyarakat dalarn Pernilu. Dalam sisGm politik semacam

itu, terwujudnya demokrasi substansial tak dapat lepas dari peran Lembaga

negara yang menjadi pondasi dalam penyelenggiar:ran Pemilu yang mandiri,
jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional,

akuntabel, efektif, serta efisien, hingga tingkat Provinsi dan tingkat

Kabupaten/ Kota.

Pemilu Serentak sebagai Pesta Demokrasi perlu dimalmai lebih

komprehensif daripada sebelumnya. Pesta Demokrasi kedepan tidak saja

mengenai Pemilu Serentak sebagai ajang masyarakat dalam menyampaikan

kedewasaan politiknya, namun juga memaknai Pesta yang identik dengan

kegembiraan dan antusiasme yang tinggi. Pagelaran budaya, pa.gelaran

kesenian dan berbagai ekspresi kegembiraan masyarakat disegala penjuru perlu

didukung serta difasilitasi mengiringi Pemilu Serenta-k kedepan sebagai bentuk

budaya Pesta Demokrasi milenial.

1.1.1 SeJarah Komlsl Pemillhan Umum Kabupaten Uuaa

Pada era reformasi, tuntutan pembentukan penyelenggara Pemilu yang

bersifat mandiri dan bebas dari kooptasi penguasa semakin menguat. Untuk

itulah, pada tahun 1999 dibentuk sebuah lembaga penyelenggara Pemilu yang

bersifat independen yang diberi nama Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini
dimaksudkal untuk meminimalisasi campur tangan penguasa dalam

pelaksanaan Pemilu mengingat penyelenggara Pemilu sebelumnya, ya.kni

Rencana Strategis KPU Kab. Muna TahunzOZO - 2024
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Iembaga Pemilihan Umum (LPU), merupakan bagian dari Kementerian Dalam

Negeri (sebelumnya Departemen Dalam Negeri).

Pada awal dibentulmya, Komisi Pemilhan Umum (KPU) terdiri atas

anggota anggota yang merupakan anggota partai politik dan elemen

Pemerintah. Pada tahun 2000, setelah dikeluarkal Undang-Undang (UU)

Nomor 4 Tahun 2000 tentaflg Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum harus

beranggotakan anggota-anggota non partai politik.

Melalui Keputusan Presiden AMurrahman Wahid (Gus Dur) Nomor 70

Tahun 2001 tentang Pembentukan KPU, struktur KPU dipangkas dari yang

sebelumnya beranggotakan 53 orang, menjadi 11 orang dari unsur lembaga

swadaya masyaralat (LSM) dan akademisi. Pada tahun 2002, Presiden

Megawati Soekarno Putri mengesahkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor

67 Tahun 2OO2 lerfiarrg Pemilihan Umum (Pemilu), untuk membentuk tim

seleksi KPU guna mengangkat kepengurusan KPU menghadapi f,emilihan

umum 20O4.

Dasar Pembentukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna adalah

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Komisi Pemilihal Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata

Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum. Pertama kali dibentuk

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna pa.da Tahun 20O3 dengan nama

Perwakilan Sekretariat Komisi Pemilihal Umum yang berarrggotakan 5 (lima)

orang.

4Rencana Stt'ategis KPU Kab. Mura TallrrIrZOzO - 2024

Pada periode Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, telah

disahkan 2 (dua) Keputusan Presiden tentang Pembentukan Tim Seleksi Calon

Anggota KPU, yakni Keppres Nomor 12 Tahun 20O7 dan Keppres Nomor 33

Tahun 2011. Anggota Tim Seleksi pada periode tersebut bedumlah (3) orang,

yang terdiri dari peneliti, birokrat serta akademisi.
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Anggota KPU Kabupa.ten Muna dari periode ke periode ada pe.da tabel

dibawah ini :

Tabel 1

Anggota KPU Ihbupaten Muna

Periode2Ol3-2O18

l. La Ode Muhammad
Amin, SE (Ketua)

3. Rahamat Andang
Jaya, AMd

3. Andi Arwin, SP

4. Muhamad
Suleman, S.IP

5. Yuliana Rita, S,Hut

Sekretarls
2o(y7

Drs. Halisi

Jl. Pendidikan Nomor 9
Raha Kelurahan
Fookuni Kecamatan
Katobu Kabupaten
Muna Provinsi
Sulawesi Tenggara
(Kantor tetap milik
KPU Kabupaten Muna)

Periode 2OO3-2OO8 Perlode 2OO8-2O13

1. ta Ode Muhammad
Ardin (Ketua)

l. A1. Munardin, SH
(Ketua)

l. Purnama Ramadhan,
S.Pd

2. Ilyas, S.P.d

3. Habo Arfah 3. Habo Arfah

4. Mukmin Naini, S.Ag

5. La Pata Abduh

Tahun 2005 Muhtar,
S.Sos menggantikan
Purnama Ramadhan,
S.Pd
Tahun 20O7 La Pata
Abduh, S.Pd
menggantiakan La
Ode Muhammad
Ardin, sebagai Ketua
KPU Kab. Muna.

4. L,aode Muhamrnad
Amin, SE

5. la Uluha, BA

Sekretaris
2m3-2()0,6

Sekretart3
20}0,6-20,07

Drs. [,a Ode Arsyad
Heiiki

La Uluha, BA

Alarnat Kdntor
2003-2UM

AlQrnat Kanto?
20,0+2073

Jl. Muh. Husni
Ttramrin Kelurahan
Wamponiki Kecamatan
Katobu Kabupaten
Muna Provinsi
Sulawesi Tenggara
(Menggunakan Bagarr
Keuangan Setda Muna
Ex. Kantor Bupati
Muna)

Jl. Laode Pulu Kelurahan
Raha I Kecamatan Katobu
Kabupaten tvtuna, Provinsi
Sulawesi Tenggara
(Menggunakan Ex. Markas
Polres Muna)

Rencana Su'ategis KPU l(ab. Muna Talrunzozo - 2024 5
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Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2O17 disebutkan bahwa

anggota. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota ditetapkan be{umlah 3
(tiga) orang. Adapun tabel Anggota KPU Kabupaten Muna Periode 2Ol8-2O23

Tabel 2.

Anggota KPU Kabupaten Muna

!Io Nama Jabatan

1 Kubais, S.Pd, M.Pd

Yuliana Rita, S.Hut

Ketua

Anggota2

3 Nggasri Faeda, SP, M.si Anggota

Dimana pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3I/PUU-

Ytr'I/2OL9 anggota KPU Kabupaten/Kota ditetapkan menjadi 5 (lima) orang.

Berikut adalah Tabel Anggota KPU Kabupaten Muna hasil Putusan

Mahkamah Konstitusi :

Tabel 3.
Perubahan Pertama Anggota KPU Kabupa.ten Muna Periode 2Ola-2O23

l{o IlIama Jabatan

1 Kubais, S.Pd, M.Pd Ketua

c Yuliana Rita, S.Hut Anggota

3

4

Nggasri Faeda, SP, M.si

Muhammad Ichsan, SH, MH

Anggota

Anggota

5 La Ode Muhammad Askar Adi Jaya, SH Anggota

6Rencara SEategis KPU Kab. Mu[a "fahuDzoz0 - ZO24

Adapun pembagian 3 (tiga) bidang tugas divisi dan penarggung jawabnya

anggota KPU Kabupaten Muna adal,ah diputuskan dengan Keputusan Komisi
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Tentang Penetapan Koordinator Divisi dal Koordinator Wilayah Anggota Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Muna Periode 2Ol8-2O23. Keputusan ini

merupakar Keputusan KPU Kabupaten Muna pertama yang dibuat oleh KPU

Kabupaten Muna periode 2Ol8-2O23.

Tabel 4

Divisi Kerja KPU Kabupaten Muna dan Penanggung Jawabnya

IYo. I{ama

Kubais, S.Pd, M.Pd
I

Yuliana Rita, S.Hut

Yuliana Rita, S.Hut

I Nggasri Faeda, SP, M.Si

Kubais, S.Pd, M.Pd

Pembagian Koordinator Wilayah KPU Kabupaten Muna yaitu :

a. Ketua Koordinator dijabat oleh Kubais dan Wakil Ketua Koordinator dijabat

oleh Yuliana Rita yang meliputi kecamatan :

1. Kecamatan Maligano;

2. Kecarnatan Wakorumba Selatan;

3. Kecamatan Watopute;

4. Kecamatan Kontunaga;

5. Kecamatan Kabngka;

6. Kecamatan Kabawo,

7. Kecamatan Kontukowuna;

8. Kecamatan Batukara.

b. Ketua Koordinator dijabat oleh Yuliana Rita dan \Vakil l(663 Koordinator

dijabat oleh Nggasri Faeda yang meliputi kecaruatan :

1. Kecamatan Napabalano;

2. Kecamatan Lasalepa

3. Kecarnatan Batalaiworu;

4. Kecamatan Katobu;

DivisiKedudukan

Ketua Hukum, Keuangan,
Umum dan logistik

Ketua

Wakil Ketua

Perencanaan, Program,
Data, Organisasi dan
SDM

Teknis dan Partisipasi
MasyarakatWakil Ketua

Rencana Sb'ategis KPU Kab. Muna Tahu\z$z$ - 2024
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5. Kecamatan Duruka;

6. Kecamatan Iohia;

7. Kecamatan Towea.

c. Ketua Koordinator dijabat oleh Nggasri Faeda dan Wakil Ketua Koordinator

dljabat oleh Kubais yang meliputi kecamatan :

l. Kecamatan Parigi;

2. Kecamatan Bone;

3. Kecamatan tongkuno;

4. Kecamatan Pasir Putih;

5. Kecamatan Marobo;

6. Kecamatan Tongkuno Selatal;

7. Kecamatan Pasikolaga.

Adapun pembagan 5 0ima) bidang tugas divisi anggota KPU Kabupaten

Muna berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum

Ikbupaten/ Kota, sebagai berikut:

a. Divisi Perencanaan, Keuangan, Umum dan l.ogistik;

b. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat;

c. Divisi Program dan Data;

d. Divisi Teknis Penyelenggaraan; dan

e. Divisi Hukum dan Penga.wasan.

Divisi keda KPU I(abupaten Muna dan penanggung jawabnya,

diputuskan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna

Nomor 41IORT.O2-Kpt/74O3/Kab./lX/2O18 tentang Pembagian Divisi dan

Kmrdinator Wilayah Kecamatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupa.ten

Muna Periode 2Ol8-2O23. Keputusan yang ditetapkan pada tanggal 27

September 2018, merupakan Keputusan KPU Kabupaten Muna pertama yarg
dibuat oleh KPU Kabupaten Muna periode 2Ola-2O23.

BRencana Strategis KPU Kab. Muna Tahu\zozo - ZO24
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Tabel 5
Perubahan Pertama Divisi Kerja KPU Kabupaten Muna dan Penanggung

Jawabnya

Tabel 6
Susunan Koordinator Wilayah KPU Kabupaten Muna

lYama Kecamatan

Kontunaga
Kontukowuna

I(abangka
Kabawo

Bata Laiworu
Lasalepa

Napabalano
Towea

Tongkuno
Tongkuno Selatan

Bone
Marobo

Katobu
Watopute
Duruka
l.ohia

Mrligano
Batukara

Wakorumba Selatan
Pasir Putih

lYo, NaEa .Iabatsa Dalam
Dtvtrt Susurran Divbi

1
Kubais, S.Pd, M.Pd Koordinaor
Yuliana Rita, S.Hut Walil Koordinator

Umum, Keuangan
dan Iogistik

2
Muhammad Ichsan, SH, MH Koordinaor

Teknis
Nggasri Faeda, SP, M.Si Wakil Koordinator
Nggasri Faeda, SP, M.Si Koordinaor
Kubais, S.Pd, M.Pd Wakil Koordinator

Yuliana Rita, S.Hut Koordinaor
L.M. Askar Adi Jaya, SH Wakil Koordinator

SDM, dan
Partisipa.si
Msyarakat
Data dal
Informasi

4

5
L.M. Askar Adi Jaya, SH Koordinaor

Hukum
Muharnmad Ichsan, SH, MH Wakil Koordinator

No IYama Komlslouer
Jabataa Dalsn

Koordlaator
Wils1rah

Kubais
Laode Muharnmad Askar
Adi Jaya

Ketua
Wakil Ketua

I
2

1

Yuliana Rita
Muhammad Ichsan

Ngasri Faeda
Kubais

Ketua
Wakil Ketua

Ketua
Wakil Ketua

Muhammad Ichsan
Yuliana Rita

Ketua
Wakil Ketua

I

2

l,aode Muha:rrmad Askar
Adi Jaya
Nggasri Faeda

Ketua
Wakil Ketua

Rencana St'ategis KPU Kab. Muna Tal,i,,I?OzO - 2024 9
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Perubalan Divisi kerja KPU Kabupaten Muna dan penanggung jawabnya,

diputuskan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna

Nomor 47lORT.O2-Kpt/74O3lKab./Xl2Ol8 tentang Perubahan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 41/ORT.02-

Kpt/7aO3 /Kab. lVl 2OO8 Tentang Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah

Kecamatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Periode 2018-

2023. Keputusan yang ditetapkan pada tanggal 8 Oltober 2018 dan untuk
susunan koordinator wilayah tidak mengalami perubahan.

Tabel 7.
Perubahan Kedua Divisi Ke{a KPU Kabupa.ten Muna

dan Penanggung Jawabnya

1. 1. I . Perkembangan Demokra.ci Indonesla

Sejarah Demokrasi Indonesia dikenal sejak Pemilu pertama Indonesia

tahun 1955. Namun sejarah pembentukan lemb"ga penyelenggaraan pemilu

sudah dimulai pada tahun 19z16 ketika Presiden Soekarno membentuk Badan

Pembaharuan Susunan (BPS) Komite Nasional Pusat, menJrusul disahkannya

Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 1946 tentang Pembaharuan Susunan

No. lYama Jabatan
Dalam DMst Divisi

1

Kubais, S.Pd, M.Si Keuangan, Umum,
Logistik dan Rumah

TanggaYuliana Rita, S.Hut

Muhammad Ichsan, SH, MH
Teknis Penyele nggaraNggasri Faeda, SP, M.Si Wakil

Koordinator

3
Nggasri Faeda, SP, M.Si Koordinaor Sosialisasi, Pendidikan

Pemilih, Partisipasi
Msyarakat dan SDM

Kubais, S.Pd, M.Si Wakil
Koordinator

4
Yuliana Rita, S.Hut Koordinaor

Perencaaaan, Data dan
InfonnasiL.M. Askar Adi Jaya, SH Wakil

Koordinator

5
L.M. Askar Adi Jaya, SH

Muhamrnad Ichsan, SH, MH

Koordinaor
Wakil

Koordinator

Hukum dan
Pengawasan

RencaBa Strategis KPU Kab. Muna Tahutr,tZOZO -2024 10
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Komite Nasional Indonesia Pusat. Kemudian berdasarkan Undang-Undang

Nomor 27 Tahun 1948 tentang Susunan Dewan Perwakilar Rakyat Darr

Pemilihan Anggauta-Anggautanya, BPS diganti dengan Komisi Pemilihan Pusat

(KPP).

Setelah revolusi kemerdekaal pada tanggal 7 November 1953 Presiden

Soekarno menandatangani Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1955

tentang pengangkatan Panitia Pemilihan Indonesia (PPI), yang bertugas

menyiapkan, memimpin dan menyelenggarakan Pemilu 1955 untuk memilih

anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Ralryat. PPI ditunjuk oleh

Presiden, Panitia Pemilihan ditunjuk oleh Menteri Kehakimal dan Panitia

Pemilihan Kabupaten ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri.

Pemilu yang pertama kali tersebut berhasil diselenggaralan dengan

aman, Lancar, jujur dal adil serta sanga.t demolratis. Sangat disayangkan,

kisah sukses Pemilu 1955 akhimya tidak bisa dilanjutkan, dan hanya menjadi

catatan emas sejarah. Pernilu pertama itu tidak berlanjut dengan Pgrnilu ksdu6

lima tahun berikutreya, meskipun ditahun 1958 Pejabat Presiden Sukarno

sudah melantik Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) [.

Secara keseluruhan, perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dibagi

dalam 4 (empat) periode, sebagai berikut :

1. Periode 1945-1959, masa Demokrasi Parlementer yang menonjolkan

demokrasi parlemen serta partai-partai. Pada masa ini kelemahan

demokrasi parlemen memberikan peluaag untuk dominasi partai-partai

politik dan DPR. Akibatnya persatuan yang rtigalang selama perjuangan

melawan musuh bersama menjadi kendor dan tidak dapat dibina menjadi

kekuatan konstruktif sesudah kemerdekaan

2. Periode 1959-1965, masa Demokrasi Terpimpin yang dalam berbagai aspek

menyimpang dari demokrasi konstitusional. Periode ini lebih menampilkan

menonjolkan aspek-aspek demokrasi rakyat, serta ditandai dengan

dominasi presiden, terbatasnya peran partai politik, perkembangan

pengaruh komunis dan peran ABRI sebagai unsur sosial-politik semakin

meluas.

11Rencana sts'ategis KPU Kab. Mlma Tah$nz0zo - 2024
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3. Periode 1966-1998, masa Demokrasi Pancasila era Orde Baru, merupakan

demokrasi konstitusional yarrg menonjolkan sistem presidensial. Landasan

formal periode ini adalah Pancasila, UUD 1945 dan ketetapan MPRS/MPR

guna meluruskan kembali penyelewengan terhadap UUD f945 yang tedadi

di masa Demokrasi Terpimpin. Dalam perkembangannya, peran pesiden

semakin dominan terhadap lembagalembaga negara yang lain. Dalam

praktelmya, demokrasi pada rnasa ini, Pancasila hanya digunakan sebagai

legitimasi politis penguasa.

4. Periode 1999 sampai sekarang, masa Demokrasi Pancasila era Reformasi.

Pada masa ini partai politik kembali menonjol, sehingga iklim demokrasi

memperoleh nafas baru. Tantangan dari sistem demokrasi multi partai

adalah kecendemngan teqiadinya tawar-menawa.r antara beberapa partai

politik dalam menyusun suatu kabinet koalisi (politik dagang sapi).

Meskipun perkembangaa demokrasi Indonesia mengalami pasang-surut,

saat ini demokrasi Indonesia telah berjalan dijalur yalg benar, meskipun masih

memerlukan perkuatan. Hal tersebut diindikasikan melalui munculnya

pemimpinpemimpin yang cukup kuat, tidak hanya dalam melaksanakan

pembangunal ekonomi, namun juga melaksanakan pembangunan karakter

bangsa melalui partisipasi rakyat yang tinggi, serta sekaligus menghindarkan

terjadinya diktatur perorangan, partai ataupun politik, baik di pusat maupun di

daerah.

Pada perkembangannya isu Pemilu serentak juga perlu diperhatikan

dalam Rencala Strategis WU 2O2O-2O24. Dalan konteks Indonesia, paling

kurang bisa diidentifikasi enam skema atau model Pemilu serentak yang bisa

dipilih.

Pertama, Pemilu serentak sekaligus, satu kali dalam lima tahun, untuk

semua posisi publik di tingkat nasional hingga Kabupaten/ Kota. Pemilu ini

meliputi pemilihan legislatif (DPR, DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD

Kabupaten/ Kota), pemilihan presiden, serta pilkada. lni sering|<ali disebut

dengan pemilihan tujuh kotak atau "Pernilu borongan".

Rencana Strategis KPU l(ab. Muna Ta,,i.unzozo - ZO24 1,2
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Kefun" Pemilu serentak hanya untuk seluruh jabatan legislatif (pusat dan

daerah) dan kemudian disusul dengan Pemilu serentak untuk jabatan eksekutif

(pusat dal daerah). Dalam model clustered concurrent election ini, Pemilu

untuk DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan

seperti selama ini difakukan bersamaan sesuai waktunya, dan kemudian

diikuti Pemilu presiden, gubemur, dan bupa.ti/walikota beberapa bulan

kemudian.

Ketiga, Pemilu serentak dengan Pemilu sela berdasarkan tingkatan

Pemerintahan, di mana dibedakan waktunya untuk Pemilu nasional dem Pernilu

daerah/ lokal (concurrent election with mid-termelection). Dalam model ini
Pemilu anggota DPR dan DPD dibarengkan pelaksanaannya dengan Pemilu

presiden. Sementara Pemilu DPRD Provinsi, Kabupaten/ Kota dibarengkan

pelaksanaannya dengan pemilihan gubernur dan bupati/walikota, dua atau

tiga tahun setelah Pemilu nasional.

Keempat, Pemilu serentak tingkat Nasional dan tingkat lokal yang

dibedakan waktunya secara interval (concurrent election with regional-based

concurrent elections ). Dafam model ini, pemilihan presiden dan pemilihan

legislatif untuk DPR dan DPD dilakukan bersamaan waktunya. Kemudian pada

tahun kedua diadakan Pemils s6..t 1ra tingkat lokal untuk memilih DPRD

Provinsi dan Kabupaten/ Kota serta pemilihal guhrnur dan bupati/walikota

berdasarkan pengelompokan region atau wilayah kepulauan tertentu. Misal

tahun kedua khusus untuk wilayah Pulau Sumatera. Kemudian disusul tahun

ketiga untuk wil,ayah Pulau Jawa, dan tahun keempat untuk wilayah Bali dan

Kalimantan, dan tahun kelima untuk wilayah sisarrya. Dengan model ini maka

setiap tahun masing-masing partai akan selalu bekefa untuk mendapatkan

dukungan dari pemilih, dan pemerinah serta partai politik dapat selalu

dievaluasi secara tahunan oleh pemilih.

Kelima, adalah Pemilu serentak tingkat nasional yang kemudian diikuti
dengan Pemilu serentak di masing-masing Provinsi berdasarkan kesepakatan

waktu atau siklus Pemilu lokal di masing-masing Provinsi tersebut. Dengan

model concurrent election with flexible concurrent local elections ini maka

13Rencana Sfategis KPU Kab. Muna TahtJ,rrz0zo - ZO24
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pemilihan Presiden dibarengkan dengan pemilihan legislatif untuk DPR dan

DPD. Kemudian setelahnya tergantung dari siklus maupun jadual Pemilu lokal

yang telah disepakati bersama diadakan Pemilu serentak tingkat lokal untuk

memilih gubernur, bupati, dan walikota serta memilih anggota DPRD Provinsi

dan Kabupaten /Kota di suatu Provinsi, dan kemudian diikuti dengan Pemilu

serentak lokal yang sama di Provinsi-Provinsi lainnya sehingga bisa jadi dalam

setahun ada beberapa Pemilu serentak lokal di sejumlah Provinsi.

Keenam, adalah Pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, darr

DPRD, serta Presiden darr Wakil Presiden dan kemudian diikuti setelah selang

waktu tertentu dengan Pemilu eksekutif bersamaan untuk satu Provinsi. Dalam

skema atau model ini, Pemilu serentak tingkat lokal hanyalah untuk memilih

gubernur, bupati, dan walikota secara bersamaan di suatu Provinsi, dan

jadwalnya tergantung dari siklus Pemilu lokal di masing-masing Provinsi yang

telah disepakati.

Salah satu skema atau model di antaranya, seperti diusulkan para

akademisi melalui Electoral Research lnstitut, adalah Pemilu serentat yang

memisahkan antara Pemilu serentak nasiona.l dan Pemilu serentak lokal yalg

diselenggarakan 30 bulal sesudah Pemilu serentak nasional. Pemilu serentak

nasional diselenggarakan untuk mernilih eksekutif dan legislatif di tingkat

nasional (Presiden/Wapres, DPR, dan DPD), sedangkan Pemilu serentak lokal

untuk memilih eksekutif darr legislatif di tingkat lokal/daerah (Gubernur/Wali1,

Bupati/Walikota/Wakil, DPRD Provinsi, dan DPRD kab/kota). Dengan demikian

pilkada serentak menjadi bagian dari skema Pernilu lokal serentak.

Mengenai konstitusionalitas Pemilu serentak nasional yang dipisahkan

dengan Pemilu serentak lokal ini pernah dibahas dengan tuntas dan jelas oleh

Prof. Saldi lsra dalam bab yang ditulisnya "Konstitusionalitas Penyelenggaraan

Pemilu Nasional Serentat Terpisah dari Pemilu lokal Serentak", dalarn buku

Pemilu Nasional Serentak 2019 (2016l seperti disinggung di muka. Menurut

Prof. Saldi lsra, terkait penyelenggaraan Pemilu di luar jadwal lima tahunan

seperti diamanatl<an Pasal 22 E ayat (1) UUD 1945, frasa keserentakan Pernilu,

frasa Pemilu nasional secara serental<, dal Pernilu lokal secara serentak,

Rencana Strategis KPU Kab. Muna Tahltazozo - ZO24 1,+
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pernah muncul dan diperdebatkan oleh PAH I MPR pada 2000, sehingga

pemisahan Pemilu serentak Nasional dan lokal sebenarnya memenutri syarat

konstitusionalitas, baik dari segi original intent maupun dari pendekatan

interpretasi atas konteks yang tidak semata-mata bersifat harfah, tetapi juga

fungsional. Meskipun ada pandangan berbeda, termasuk paldangan dari MK

pada 2015, bahwa pilkada bukaa rejim Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 22

E UUD 1945, tetapi secara esensial tak seorang pun bisa membantah bahwa

pilkada pada hakikatnya adalah Pemilu. Apalagi pilkada diselenggarakan oleh

KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota yarg dikoordinasikan secara terpusat

oleh, dan sekaligus merupalan bagian integral dari KPU. Selain itu sengketa

hasil pilkada pul ditangani oleh MK, yang tentu saja mengandung arti bahwa

esensi pilkada pun merupalan 5uafu psmilu.

1.1.2 Evaluast Kinerja Rencana Strategis KPU Kabupaten Muna

KPU Kabupaten Muna menyelenggarakeur Pernilu legislative Tahun 2019

yang diselenggarakan pada tanggal 17 April 2019 dan diikuti oleh 16 (enam

belas) partai peserta Pemilu.

Gambar 1 Partai Politik Peserta Pemilu 2019
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Pemilu Legislatif 2019 KPU Kabupaten Muna menetapkan Daftar Pemilih

Tetap Hasil Perbaikan Ketiga berjumlah 145.594 pemitih dengan rincian pemilih

laLi-laki bedumiah 69.619 pemilih dan pemilih perempuan bedumlah 75,975

pemilih yang tersebar di 22 Kecamatan, 150 Desa/ Kelurahan, dan 624 TPS.
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Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan

r t-aki-Laki

I Perempuan

Tabel 8.
Daftar Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Muna

Pemilihan Umum Ta}lun 2019 DAPIL 1

:6snb
69.619

NO rAIUA PARTAI
xo

URUT
CALOT

ITAMA CAI.OT TERPTLIII
SUARA
SAII

PERII{GX.AT
SUARA SAII

1
Partai Gerakan Indonesia

Raya (Gerindra) 2 I.AODE GERSON 738
1

,2 Partai Demokrasi Indonesia
Pe{ualgan (PDIP)

IAODE ISMAIL
MUNAJAD, ST

630 I

Partai Persatuan
Pembangunan (PPP)

6 ASWARHADI, SE, MP 699 1

Partai Arnanat Nasional
(PAN} 2 }IJ. AGUSTINI

MUHAIMIN, A. Md 679 1

5
Partai Hati Nurani Ralryat

(Hanura) 1 ZAHRIR BAITUL 555 I

6 Partai Demokrat 1

Rencana Stt'ategis KPU lhb. Mulla Tahn,nz0zo - 2024 16

Gambar 2. DPT Pemilu 2019

Hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Muna 2019 ditetapkan oleh

Keputusan KPU Kabupaten Muna, dialtaranya adalah penetapan 16 Partai

Politik yang mengisi DPRD Kabupaten Muna, dimeurs terdapat 10 (sepuluh)

partai yang memenuhi threshold untuk memperoleh kursi yang tersebar di 6
(enam) Daerah Pemilihan (Dapil) berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten

Muna Nomor : 543/PL.01.9-KYl /7403 lK^blVllll20lg Tentang Penetapan

Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Kabupaten Muna

dalam Pemilihan Umum Tahun 2Ol9 yang ditetapkan pada tanggal 13 Agustus

2019 yakni : 1). Hanura; 2). PKS;3). Gerindra; 4). Golkar; 5). PDI Perjuangan;

6). Demokrat; 7). PAN; 8). PPP; 9) PKB; 10). Nasdem.

J

J.

4.

2 CATIWAN 197 I
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Tabel 9
Daftar Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Muna

Pemilihan Umum Tahun 2Ol9 DAPIL 2

Tabel 10
Daftar Calon Terpilih Anggota DPRD Ihbupaten Muna

Pemilihan Umum Tahun 2019 DAPIL 3

Tabel 11
Daftar Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Muna

Pemilihan Umum Tahun 2019 DAPIL 4

NO ITADIA PARTAI
f,o

URUT
CAIOIf

ITAMA CALOI{ ?ERPILIH SUARA
SAH

PERINGKAT
SUARA SAH

1
Partai Geral<an Indonesia

Raya (Gerindra) 1 MOH. IKSANUDDIN 505 i

Partai Golkar 1 I.A, USA MELE, SP 82r 1

3 Partai Keadilan Sejantera (PKS) ,2 WA NURNIA, SE i663 1

4
Partai Hati Nurani Ralryat

(Hanura) 1 I-A SAEMUNA, SE I

NO I{AMA PARTAI
o

URUT
CALOI{

NAMA CALOIT TERPILIH
SUARA

SAH
PERINGI'AT
SUARA SAH

1
Partai Kebangkitan Bangsa

(PKB}
MUHAMAD ALANG,

S.Pt.,M.Hum 7t4

PDI Peduangan 1 1124 1

3 1 LA FIARMINI, S.Sos 720 1

!IO IYAMA PARTAI
Ilo

URUT
cAu)r

I{AMA CALOIY ?ERPILIH SUARA
SAH

PIRINGKAT
SUARA SAII

I Partai Kebangkitan Bangsa
{PIG}

3 LA ODE ANDO, ST i

2 1
MUTIAMMAD NATSIR

IDO, ST
147t 1

3 Par-tai Keadilan Sejahtera (PKS) 2 MURIDA, A.Ma-Pd.i 8s8

4
Partai Hati Nurani Ralyat

(Harlura) 1
I,AODE MUHAMMAD

SAHI,AN, S,Pd
886

Partai Demokrat 1
AWAL JAYA

BOLOMBO, SH
1525 1
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1

2.
I,AODE ISKANDAR,

s.sos

Partai Demokrat

836

Partai Golkar

1

I

5.
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Tabel 12
Daftar Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Muna

Psmilihan Umum Tahun 2019 DAPIL 5

Tabel 13
Daftar Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Muna

Pemilihan Umum Tahun 2019 DAPIL 6

NO I{AMA PARTAI
f,o

UBUT
CALOT

XAMA CALOII TERPILIH SUARA
SAII

PERII{GKAT
AUARA SAH

Partai Kebangkitan Balgsa
(PKB) 6 SARIF RAMADHAN, SP 1

2
Partai Gerakan Indonesia

Raya (Gerindra)
MUFIAMMAD ILHAM

TANG, SKM
596 1

PDI Perjuangan 6
ANDI SAPRI, S.IP.,

M.Hum 1772 1

4 Partai Golkar 1 LA ODE SUMIADI 1204 1

Partai Nasdem 1 TARIMI, SH 1

Partai Hati Nurani Rakyat
(Hanura) 1 IRWAN, S.Pi 1

7 Partai Demokrat 4 SYUKRI, S.Pi 1

Dan pada Pernilihan Presiden dan Wakil Presiden (Prlpres) 2Ol9 di
Kabupaten Muna dimenangkan oleh pasangan Prabowo Subianto dar SandiAga

Uno dengan perolehan suara 40.640 dari total suara sah dan pasangan Ir. H.

Joko Widodo dan Prof. Dr. (H.C) KH. Ma'ruf Amin dengan perolehaa suara

70.370 dari total suara sah.

KPU menetapkan pas€rng€rn calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih yaitu

Ir. H. Joko Widodo dan Frof. Dr. (H.C) KH. Maluf Amin pada Pemilu 2019

NO I{A}IA PARTAI
ro

URUT
CATOI{

IIAMA CAIOIT TERPILIH SUARA
SAH

PTRITIGKAT
SUARA SAH

1
Partai Kebangkitan Bangsa

IPKB}
1 LA SARIMA, SH 516

1

2 PDI Pe{uangan 2
ANWAR, S.Pd 784 1

3 Partai Golkar I I.AODE DIYRUN, SE,
MM.Pub t 553 1

4 Partai Nasdem 1 8s6 I

Partai Hati Nurani Rakyat
(Hanura) 2 RISNA DJULI 1

Rercana Sh'ategis KPU Kab, Mlma T ahuJit 2OZO - ZOZ4 1B
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5. 873

6. 1037
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berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor : 0I/PHPU-

PRES/XVII/20I9 tanggal 27 Jwri 2019 dengan perolehan suara sebanyak

85.607.362 atau 55,5070 dari total suara sah Nasional.

Gambar 3.
Presiden dan Wakil Presiden Terpilih pada Pemilu 2019

Meskipun Pemilihan Serentak 2019 yang pertama sekali diselenggarakan

diwamai dengan sengketa Pemilu Pilpres ke Mahkamah Konstitusi, namun

balyak kalangan masyarakat, media mengakui bahwa Pemilu Serentak 2019

berlangsung sangat demokratis, aman dan damai. KPU Kabupaten Muna

bersama Bawaslu Kabupa.ten Muna telah menunjukan kredibilitasnya sebagai

penyelenggara Pemjlu yang independen, jujur, adil, dan transparan. Bahkan
pemilihan serentak 2019 telah berhasil meningkatkan partisipasi pemilih yang

semula ditargetnya 77,45yo, Grcapai 78,16yo. Hal ini sedikit banyak
menunjukan peningkatan kesdaran masyarakat dalam menggunakan hak
pilihnya pada Pernilp. Disamping itu, kinerja dan kredibilitas penyelenggara

Pemilu, terutama KPU pada Pemi'lq 2019 telah memberikan harapan besar

akan kehidupan democrat yang lebih baik lagi menuju konsolidasi.

Pada periode 2Ol5-2O19, KPU Kabupaten Muna telah melaksanakan

tugas dan fungsinya sesuai dengan yang tertuang dalam Rencana Strategis KpU

Kabupaten Muna 2015-2019. Adapun sasaran strategis dan indicator kinerja
sasaran strategis periode Renstra KPU Kabupaten Muna 2015-2019 sebagai

berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan psrnilu/pgmilihan, dengan

indikator kinefa sasaran strategis sebagai berikut :

Rencana Su'ategis KPU Kab. Muna TahuItrZOzO - 2024 19
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a. Persentase Partisipa.si Pemilih d6lsn psmils;

b. Persentase partisipa.si pemilih perempuan dalam psrnilu;

c. Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang

menggunakan hak pilihnya;

d. Persentase pemilih yang berhak memilih teapi tidak masuk dalam

daftar pemilih;

e. Persentase KPPS yang telah menerima perlengakapan pemungutan

dan penglritung:rn suara paling lambat I (satu) hari sebelum hari

pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas.

2. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu, dengan indikator kinerja

sasaran strategis sebagai berikut :

a. Pers€ntase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU;

b. Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian;

c. Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu;

d. Opini BPK atas LHP;

e. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik pasca Pemilu;

f. Persentase ketepatan walchr dalam verifikasi Gubernur, Bupati, dan

Walikota.

3. Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan, dengan indikator kinerja

sasaran strategis sebagai berikut :

a. Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan

regulasi;

b. Persentase sengketa [gl6'.m yang dimenangkan oleh KPU.

Adapun evaluasi mengenai capaian kineda Renstra KPU Kabupaten Muna

2Ol5-2O19 diuraikan dalam table 14 berikut ini:

Rencana St'ategis KPU Kab. Muna Tahuflz0zo - ZO24 20
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Tabel 14
Evaluasi Capaian Kinerja Renstra KPU Ikbupa.ten Muna 2Ol5-2O19

Persentase KPU Kabupaten/ Kota yang

melaksanakan pemilu/pemilihan yang

memutakhirkan data pemilih di tingkat

kecamatan dan kelurahan/desa

Persentase pemangku kepentingan yang

menerima bimbingan/pelayanan

pen5rusunan laporan dana kampanye,

audit dana kampanye sesuai dengan

Tahapan Pemilu / Pemilihan

TARCET REALIAASI CAPNAIY

t2l (3) (41

1

Dokumen
93,96 93,96

Laporan 95,06 85,06
1

Persentase KPU Kabupaten/ Kota yang

menyelenggarakan Tahapan

Pencalonan, Kampanye dan

Pemungutan Suara sesuai dengan

jadwal

I

Laporan
77 ,t6 77 ,16

Fasilitasi Pendidikan Pemilih kepada

Pemilih Pemula, Perempuan dan

Disabilitas

I
Laporan a2'l0 82 o1

Rencana Strategis KPU Kab. Muna Tah\D2OzO - 2OZ4 27

II{DII{ATOR KINERJA
(1)

Tckaologi Iafomasi

Sasaran 2 : Terlatrananya Fasllltar Pelayaaan Pe8jru.ulatr Laporan dan Audtt

Dana Kampaaye

Sasaraa 3 : TerwuJudrya Peayelenggaraen Pcnllu/ Perrrfllhaa Se:ual Jadwal

Sasaran 4 : Terlatraaaaya Fasllltas Pendidilau Pemllih
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1.1.3 Asas Peayele'ngraraar daa Asas Penyelenggaraaa Pemllu

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun1945 Pase.l 228 ayat (5), Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu

komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat

tersebut diurai dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003,

sebagai berikut:

1. Sifat nasional dimaksudkan bahwa KPU sebagai penyelenggara mencakup

seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Sifat tetap dimaksudkan bahwa KPU sebegai lembaga menjalankart

tugasnya secara berkesinambungan, meskipun keaaggotaannya dibatasi

oleh masa jabatan tertentu.

3. Sifat mandiri dimaksudkan bahwa dalam menyelenggarakan dan

melalsanakan p6rnils, KPU bersikap mandiri dan bebas dari pengaruh

pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungiawaban

yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk menjamin tercapainya penyelenggaraan Pemilu yang dapat

dipertanggrrngiawabkan sesuai dengan ketentuan undang-undang, diperlukan

penyelenggara Pemilu yang berintegritas dan professional.

Setiap penyelenggara Pemilu wqiib beke{a, bertinda}, menjalankan tugas,

wewenang dan kewajiban sebagai penyelenggara Pemilu berdasarkan Kode Etik

dan pedoman perilaku Penyelenggara Pernilu, serta sumpah/janji jabatatr.

Integritas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud, berpedoman

pada prinsip dalam peraturan DKPP yaitu:

1. Jujur, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu

didasari niat untuk s€matamata terselenggaranya Pemilu sesuai dengan

ketentuan yang berlaku tanpa adanya kepentingan pribadi, kelompok,

atau golongan;

2. Mandiri, malmanya dalern penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu

bebas atau menolak carnpur tangan dan pengaruh siapapun yang

Rencana Sh'ategis I(PU Kab. Muna Tahu,trzoz0 - 2024 22
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4

mempunyai kepentingan atas perbuatan,

putusan yang diambil;

Adil, malmanya dalam penyelenggaraan

Pemilu, Penyelenggara Pemilu

menempatkan segala sesuatu sesuai hak

dan kewajibannya; dan

Akuntabel, bermakna dalam

penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara

psrnilu melaksanakan tugas, v/evrenang

dan kewajiban dilalsanakan dengan

penuh tanggung jawab dan hasilnya

dapat dipertanggungiawabkan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

tindakan, keputusan dan/atau

Sedangkan Profesionalitas Penyelenggara Pemilu sebagaimana

dimalsud, berpedoman pada prinsip atau asas:

l. Berkepa.stian hukum, malmanya dalam p€nyelenggaraan p6rnils,

Penyelenggara Pemilu mela-ksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. Aksesibilitas, bermalsra kemudahan yang disediakan Penyelenggara Pemilu

bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan;

3. Tertib, maknanya dalam penyelenggar€ran Pemilu, Penyelenggara Pemilu

melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan peraturan

perundangundangan, keteraturan, keserasian, dan keseimbangan;

4. Terbuka, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu

memberikan akses informasi yang seluas-luasnya kepada rnasyarakat

sesuai kaedah keterbukaan informasi publik;

5. Proporsional, maknanya dalam penyelenggzrraan Pemilu, Penyelenggara

Pemilu menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan

kepentingan umum untuk mewujudkan keadilan;

6. Profesional, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelengg:ara

Pemilu memahami tugas, wewenang dan kewajiban dengan didukung

keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas;

Rencana Shategis KPU Kab. Muna Tahwrz0zo - 2024 23
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Umum RI nomor 2 Tatun
2017" tentang Kode Etik
dan Pedoman Perilolst
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7. Efektif, bermakna dalam penyelenggaraan psrnilu, Penyelenggara Pemilu

penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan sesuai rencana tahapan dengan

t€pat waktu;

8. Efisien, bermakna dalam penyelengg.raan Pemils, Penyelenggara Pemilu

memanfaatkan sumberdaya, sara.na, dan prasarana dalam

penyelenggaraan Pemilu sesuai prosedur dan tepat sasaran;

9. Kepentingan umum, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu,

Penyelenggara Pemilu mendahulukan kepentingan umum dengan cara

yang aspiratif, akomodatif, dan selektif,

erdasarkan Undang- Undang Nomor 7

Tahun 2O17 serta Peraturan Komisi

Pemilihan Umum (PKPU) Republik

Indonesia nomor 8 Tahun 2019, yang disebut

Penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan

tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh

Penyelenggara Pemilu. Dalarn

menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara

Pemilu harus melaksanakan Pemilu

berdasarkan asas langsung, umum, hbas,

ra-hasia, jujur, dan adil (LuberJurdil).

Berdasarkan naskah akademik Rancangan

Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilihan

Umum, asas-asas Pemi'lu "Luber-Jurdil"

memiliki makna, yaitu:

1. Asas langsung, rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk

memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati

nuraninya, tanpa perantara;

2. Asas umum, semua wErrga negara yang memenuhi persyaratan sesuai

dengan undang-undang ini berhak mengikuti Pernilu. Pemilihan yang

bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku

menyeluruh begi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan

Rencana St'ategis KPU Kab. Muna Tahl,,n2ozo - 2024 2+

I\tlam meny el enggarakan
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suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekery'aan, dan

status sosial;

3. Asas bebas, setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan

pilihannya tarpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Di dalam

melaksanakan haknya, setiap warga neg,ra dljamin keamanannya,

sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan

kepentingannya;

4. Asas rahasia, pemilih yang memberikan su.rftrnya dalam pemilihan umum

telah dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun

dan dengan jalErn apa pun. Pernilih memberikan suaranya pada surat suara

dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa. pun suaranya

diberikan;

5. Asas jujur, setiap penyelenggara Pemilu, aparat pemerintah, pes€rta

Pemilu, pengawas Pemilu, pemantau Pemilu, pemilih, serta semua pihak

yang terkait 6slarn pqnyelenggaraan Pemilu harus bersikap dan bertindak
jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan; serta

6. Asas adil, setiap pemilih dan peserta Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu

mendapat perLakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan piha-k mana

pun.

1.2 Analbis Stntegt KPU Kabupaten Uuna

Pada periode ini dan ke depan (2O2O-2O241, guna mendorong kedauLatan

ralryat serta meningkatkan legitimasi pada rekrutrnen politik, maka jabatan

politik strategis pada lembaga otoritas sipil tetap dilakukan melalui Pemilu.

Presiden- Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR),

anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), anggota DPRD Provinsi,

anggota DPRD Ikbupate n /Kota, Gubernur-Wakil Gubernur, Bupati-Wakil

Bupati, serta Wali Kota-Wakil Wali Kota, dipilih secara langsung oleh

masyarakat Indonesia.

Rencana strategis KPU Kab. Muna Tahumzo?o - zo2'4
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Untuk menjamin Pemilu

dilaksanakan secara mandiri, jujur, adil,

berkepastian hukum, tertib, terbuka,

proporsional, profesional, akuntabel,

efektif, serta efisien, Undang-Undaag

Dasar 1945 (amandemen) mengamanatkan

pembentukan Komisi Pemilihan Umum

yang bersifat nasional, tetap, dan

mandiri.

Dalam rangka penyusunan Rencana StraGgis Komisi Pemilihan Umum

2O2O-2O24 yang baik, diperlukan strategi untuk mengoptimalkan kekuatan,

mengatasi kelemahan, serta memanf,aatkan peluang dan memitigasi ancarnan.

Namun, pemahaman terhadap Tugas Pokok darr Fungsi Komisi Pemilihan

Umum juga diperlukan guna pemmusan strategi yang tepaL

Berdasarkan Pasal 12 Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2Ol7 tentang

Pemilihan Umum, tugas KPU meliputi:

l. Merencanakan program dan anggaran serta

menetapkan jadwal;

2. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU, KPU Prorrinsi/KlP Aceh,

KPU/KIP I(abUPAtCN/KOIA, PPK, PPS, KPPS, PPLN dAN KPPSLN;

3. Menyusun Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu;

4. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau

semua tahapan Pemilu;

5. Menerima daftar pemitih dari KPU Provinsi/ KIP Aceh;

6. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data Pemilu teralhir dengan

memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh

Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;

7. Membuat berita acara dan sertiEkat rekapitulasi hasil penghitungan

suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu dan

Bawaslu;
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Komisi Pernililron Umum memilikt
tugas pokok dan fungsi untuk
mengelengg am - kon Pemilihan
Umum serta Pemililmn (Kepala
Dazrah) Pagung lutkttm Komisi
Pemililnn Umum dalam hal
p eng eleng g araan Pemililnn
Umum adalah Undang- Undang
Nomor 7 Tahun 2017.
kdangkan paryrq tukum
Komisi Pemililwn [Jmum d.alam
lal pengelenggaraan Pemililnn
(Kepata Daerah) adnlah Undang-
Undanq.

1.2.1 ftrgas Pokok dan Fungrt KPU Kabupatea funa

\ t
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Sedangkan wewenang KPU Kabupaten Muna dalam menyelenggarakan

Pernilu sesuai dengan Pasal 13 Undang-Undzrng Nomor 7 Tahun 2017,

adalah sebagai berikut:

1. Menetapkarl ta.ta ke{a KPU, KPU Prwinsi/KlP Aceh, KPU/KIP

Kabupaten/Kota, PPK,PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;

2. Menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu;

3. Menetapkan peserta Pemilu;

4. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi perghitungan

suaratingkat nasional berdasarkan hasil rekapitu-lasi penglritungan

suara di tingkat KPU Provinsi/ KIP Aceh untuk Pernilu Presiden dan

Wakil Presiden dan untuk Pemilu anggota DPR serta hasil rekapitulasi

penghitungan suara di setiap KPU Provinsi/KlP Aceh untuk Pemilu

Anggota DPD dengan membuat berita acara penghitungan suara dan

sertifikat hasil penghitungzrn suara;

5. Menerbitkan Keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan

mengumumkannya;

6. Menetapkan dan mengumumkan perolehan junlah kursi anggota DPR,

anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap

Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan

anggota DPRD Kabupaten I Kota;

7. Menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian

perleng!<apan;

8. Membentuk KPU Provinsi/ KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/ Kota, dan PPLN;
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8. Mengumumkan calon anggota DPR, calon arrggota DPD, dan Pasangan

Calon terpilih serta membuat berita acaranya;

9. Menindaklanjuti dengan segara putusan Bawaslu atas temuan dan laporan

adanya dugaan pelanggaran atau sengketa Pemilu;

lO.Menyosialisasikanpenyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan

dengan tugas dan wewen:rng KPU kepada masyarakat;

11. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan

Pemilu;

12. Melaksanakan tugas lain dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.
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9. Mengangkat, membina, dan memberhentikar anggota KPU Provinsi/ KIP

Aceh, anggota KPU/ KIP Kabupaten/ Kota, dan anggota PPLN;

10. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonakdlkan

sementara anggota KPU Provinsi/ KIP Aceh, anggota KPU/KIP

Kabupaten/Kota, anggota PPLN, anggota KPPSLN, dan Sekretaris

Jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan

terganggunya tahapan Penyelenggaraan psmiltr yang sedang berlangsung

berdasarkan putusan Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-

undangan;

11. Menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana Kampanye

Pernilu dan mengumumkan laporan sumbangan dana Kampanye Pemilu;

12. MeLaksanakan wewenang lain dalam Penyelenggara€rn Pernilu sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan tugas dan

wewenang KPU dalam penyelenggaraan.

Dalam melaksalakan tuga.s dal wewenangnya, yakni menyelenggarakan

Pemilu, KPU berkewajiban:

1. Melaksanakal semua tahapan penyelenggaraan Pemilu secara tepat

waktu;

2. Memperlakukan peserta Pemilu, secara adil dan setara;

3. Menyampaikan s€mua informasi penyelenggaraan Pemilu kepa.da

masyarakat;

4. Melaporkan pertanggung-jawaban penggunaan angg.uan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang- undangan;

5. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan

pen5rusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU

dan Arsip Nasional Republik Indonesia;

6. Mengelola barang inventaris KPU berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan;

7. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan

Pemilu kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat dengan tembusan

kepa.da Bawaslu;

8. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU yang

ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU;

Rencana Strategis KPU Kab. Murn Tahlm 2020 - 2024 2A
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9 Menyarnpaikan laporan penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan DPR

dengan tembusan kepada Bawaslu paling lambat 30 (tiga puluh) hari

setelah pengucapan sumpah/janj i pejabat;

Melaksanakan putusan Bawaslu mengenai sanksi atas pelanggaran

administratif dan sengketa proses Pernilu;

Menyediakan data hasil Pernilu secala nasional;

Melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara

berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan;

Melaksanakan keputusan DKPP;

Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan keGntuan peraturar

perundang-undangan.

10.

11.

12.

13.

t4.

alam hal penyelenggaraan Pemilihan, berdasarkan Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor l Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerinta-h Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, tugas

dan wewenang KPU meliputi:

1. Menjrusun dan menetapkan Peraturan KPU dan pedomal teknis untuk

setiap tahapan Pemilihan setelah berkonsultasi dengal Dewan

Perwakilan Rakyat, dan Pemerintah dalam forum rapa.t dengar pendapat

yang keputu sannya bersifat mengikat;

2. Mengoordinasi dan memantau talapan Pemilihan;

3. Melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemilihan;

4. Menerima laporan hasil Pemilihan dari KPU Prorinsi dan

KPU IGbupate n/Kota;

5. Memfasilitasi pelaksanaan tugas KPU Prorinsi dan KPU

Kabupaten/ Kota dalam melanjutkan tahapan pelaksanaan Pemilihan

jika Provinsi, Kabupaten, darr Kota tidak dapa.t melaqjutkan tahapan

Pemilihan secara berjenjang; dan

6. Melaksanakan tuga.s dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan

perundang-undangan.
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KPU Kabupaten Muna dalam

penyelenggaraan Pemilihan (Kepala Daerah)

tersebut, wajib:

1. Memperlakukan Calon Gubernur dan

Calon Wakil Gubernur, Calon Bupa.ti dan

Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota

dan Calon Wakil Walikota secara adil

dan setara;

2. Menyampaikan semua informasi

penyelenggaraan Pemilihan kepa.da

masyarakat

3. Melalsanakan dengan segera

rekomendasi dan/atau putusan Bawaslu

mengenai sanksi administrasi Pemilihan;

4. Melaksanakan Keputusan DKPP; dan

5. Melaksanakan kewajiban Lain sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pemfut odalah sanwna
kedaulotan rakgat untuk
nemilih anggota Deudn
Pe nx .l.kil{l,n R akg at, ang gota
Dew an Penu akilon Daemh,
hesiden dan Wakil hesidcn
sefta untuk teflulih anggota
Deuan Rakgat Daem|g gang
dilaksanakan *cara
larqantg, umum, bebas,
ruhasiq jujur, doa adil dalan
N eg ara Kesa,fiia,- Repub l*
Indonesia betdasarkan
Panasila danundang-
undanq dasar Nqatw
Rqtblik IndonsiaTaIrun
1945 (ru No. 7 Taran 2017
tentang Pemifihfr. thrum).

Pemilihan atau Pilka.do
merupakan bogian dari
pemilihan umunt gang
bedangsung di suatu prouinsi
(Undang- Undang Republ*
IndonesfuT Nomor 1O Tolu.m
2016 tenlarlg Perubohan
K e du a Atos Undang -U ndang
Nomor 7 Talun 2015 teriang
PenAapan Perafrtmn
Pemerint ah Pengg anti Und ang -
Undang Nomor 1 Tahun 2O14
te nt ang Pemilihafl Gubemur,
Etuootl daa Wolikotal.
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1.2.2 Poterrsl daa Permasalahan KPU Kabupatea Mtna 2O2G2O24

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan

fungsi KPU Kabupatebn Muna diukur dari

Terselenggaranya Pemilihan Umum yang

berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan

hak politik masyarakaf, dipengaruhi oleh 7

(tujuh) aspek/dimensi-dimensi organisasi,

yaitu: f ). Aspek Kelembagaaq 2). Aspek

Sumber Daya Manusia; 3). Aspek

Kepemirnpinan; a). Aspek Perencanaan dan

Anggaran; 5). Aspek Bussiness Process dan

Kebijakan; 6). Aspek Dukungan Infrastruktur

dan Teknologi Informasi Komunikasi; dan 7).

Aspek Hubungan dengan Stakeholders.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna memiliki potensi sekaligus

menghadapi permasalahan da'lam menyelenggarakan Pemilu Serentak.

Beberapa potensi (kekuatan) yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh

KPU Kabupaten Muna dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya,

yaitu:

t. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna merupakan lembaga bersifat

nasional, tetap dan mandiri .

2. Komisi Pernilihan Umum Kabupaten Munamemiliki Sumber Daya

Manusia yang besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia

3. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatlan kapasitas

Tats Kelola Pemilu.

4. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna bersifat Kolektif

kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun

kepercayaan public.

5. Hubungan baik dengan semua pihak yang merniliki kepentingan dengan

Pemilu Serentak.

6. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna memiliki aset berupa tanah,

gedung dan gudang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
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Kebethasilan se buah proses
odmtdstrasi pubtik
dipengaruhi olelv

. organisasi (model
org anis osi d an p e rilalan
birololasi) gang baik.

, Mqnajemen (sistem, eualuasi
p rogmm don prcduftiuitas,
anggaron publih dan
manalznen sumber d.ago
manusir) gang boik

. InqleflEntasi GEndekatan
terhadap kebijakan pbtik
& itnplet entasingq
priuotisasi administrosi
atrtat stakehower, dan etika
bimlcrasi) gang bailL

lNicholas Henra, 1995)
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8

KPU Kabupaten Muna bekerjasama dengan organisasi atau K/L lal:e

untuk melaksana-kan tugas dan fungsinya .

Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019.

Sementara itu, permasalahan (kelemahan) yang dihadapi Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Muna dalam menyelenggaralan Pemilu Serentak,

yaitu:

1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di utilisasi secaia

penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi

Femilihan Umum Kabupaten Muna .

2. Belum ada Stardar Operasional

Prosedur (SOP) serta peraturan yang

detail dan mudah dipahami, mengingat

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Muna merupakan organisasi yang besar

dengan tingkat keberagaman Sumber

Daya Manusia yang tinggi.

3. Ketida\ielasan batas kewenangan dalarn

pelaksanaal tugas dan fungsi,

mengarah pada inefisiensi kinerja

organisasi .

4. Proses internalisasi peraturan dan

budaya kerja organisasi masih lemah

5. Sebagian besar Pegawai Negeri Sipil di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Muna merupakan t€naga yang diperbantukan, sehingga menimbulkan

ket€rgantungan kepada organisasi Lain, serta adanya loyalitas ganda

6. Jumlah dan komposisi pegawai belun sesuai dengan tugas, fungsi dan

beban kerjanya.

7. Tingginya disparitas kompetensi pegawai .

a. Anggaran yartg ters€dia belum memadai bag pelaksanaan tugas dan

fungsi organisasi.

9. Komisi Pemililran Umum Kabupaten Muna belum meny'usun standar

pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak yang diberikan.

Rencana Strategis xPU Nab. Mutra Tahun 2020 '2024

Jumlah Satker KPU Repubtik
Indonesia aaitu 549 Satker,
terdii atos 1 satker KPU Rl 34
satker KPU Prouitrsi, 4OJ sotker
KPU Kabupaten, den 98 sotker
KPU Kota.

Pada Pemifu serettlak 2019,
I{PU telalt menempatkan tenaga
ohli di setiop so.tttan kerja WU
ag ar penyelerLggara pemiht
tidak hanAa berbekal
p engal aman, mel qir"kan deng an
inteleldual, ilmu, dan telotologi.
Kebijakan seperti ini gang perlt
dikembangkan dalam
mengoptimalkan knpa.sitas SDM
KPU.
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10. Belum optimalnya kapasitas SDM dalqm mengelola logistik

Pemilu/ Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat

kualitas, da.rr tepat sasaran.

1 1. Belum op imalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/

Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan

tepat sasaran.

1.2.3 Peluang dan Aacarusa KPU Kabupaten Muna 2U2G2U24

Di samping itu, KPU Kabupaten Muna juga menghadapi ancaman

(threats) yang dapat menghambat pelaksanaal tugas, fungsi dan

kewenangannya. Ancaman berikut mampu memberikan dampak negatif

baik pada kinerja organisasi maupun pada capaian demokrasi. Beberapa

ancamar yang harus diatasi oleh KPU Kabupaten Muna dalam melaksalakan

tugas, fungsi dan kewenangamya, yaitu:

I 2
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Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna juga dihadapkan pada sejumlah

peluang (opportunities) yang perlu dimanfaatkan dalz"n menyelenggarakan

Pemilu Serentak. Adapun pelualg tersebut diantaranya adalah:

l. Keberadaan KPU Kabupaten Muna diatur dalam konstitusi.

2. Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu serta tingginya harapan

masyarakat kepada KPU Kabupaten Muna untuk menyelenggarakan

Pemilu Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil.

3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIIQ yang pesat'

sehingga kehidupan masyarakat semakin digital .

3
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1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu

sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur
dan sebagainya.

2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam

mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) di masyaralat.

3. Kondisi geografis dan iklim Kabupaten Muna yang bewariatif yang

berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu.

4. Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di beberapa wil;ayah belrrm

optimal mendukung Pemilu (44,16Yo Kece,natan belum memiliki akses

internet).

5. fingginya dinamika politik dan regulasi datam penyelenggaraan pemilu

Serentak.

6. Tingginya resiko kecurangan saat rekapitulasi suara.

7 . Biaya politik tinggi.

8. Masih terdapatrrya €rncaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan
diskriminasi terhadap berbagai perbedaan.

9. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yalg
belum terintegrasi.

10. Pandemi Covid-l9 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya,
sehingga mengakibatkaa beberapa kegiatan Pilkada terbatas.

11. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid- 19.
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BAB 2

f{ esuai dengan agenda pembangunan ketujuh RPJMN 2O2O-2O24,

\. vakni "Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi

L-f 
""rrr".ran 

Publik', Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna memiliki

tanggung jawab sesuai dengan tuga.s pokok dan fungsinya untuk mendukung

Prograrn Prioritas Nasional "Konsolidasi Demokrasi" guna memperkuat

penyelenggara Pemilihan Umum, serta mendorong penyelenggaraan kepemiluan

yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional,

profesional, akuntabel, efektif, serta efisien.

Menurut RPJMN 2O2O-2O24, dalam mewujudkan 'Konsolidasi

Demokrasi" terdapat 4 (empat) isu yang perlu diperhatikan, yaitu mengenai:

1. Kualitas representasi, yalani masalah dalam proses rekmtmen, kaderisasi,

dan kaldidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara

wakil dan Konstituen;

2. Biaya politik tinggi, dimala merupakan masalah multidimensi yang harus

diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik

korupsi, rusalolya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola

Pemerintahan;

3. Masalah kesetaraan dan kebebasan, yakni ancaman kebebasan

berpendapa! intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan

akan melemahkan persatuan dan kesatual bangsa; dan

4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang

belum terintegrasi. Akses dan konten informasi belum merata dan

berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dal informatika, peran

lembaga pers dan penyiaran belum optimal, rendahnya literasi masyarakat,

akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.
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VISI MISI DAN TUJUAN

Keberhasilan Prograrn Prioritas Nasional "Konsolidasi Demokrasi" diukur
denga-n "Indeks Demolcasi Indonesia" atau disingkat IDI. IDI meliputi 3 (tiga)
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indikator. Tiga indikator ters€but mencakup 11 (sebelas) sub-indikator yang

secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi:

1. Kebebasan Sipif (Civil Liberties);

2. Hak-Hak Politik (Political Riehts);

3. kmbagn-kmbaga Demokrasi (Institutions of Democracy).

Kebebasan Sipil (Civil Liberties) terdiri dari kebebasan berkumpul dan

berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, dan kebebasan

dari disl<riminasi. Adapun indikator hak-hak politik (Political Rights) terdiri

dari hak memi'lih dan dipilih serta partisipasi politik dalam pengam bilal
keputusan dan pengawasan. Sementara itu, indikator lembaga-lembaga

demokrasi (Institutions of Democracy) terdiri dari Pemilu yang bebas dan adil,

peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi Pemerintah Daerah, dan

peran peradilan yang independen.

Adapun kontribusi Komisi Pemilihan Umum Kabupa.ten Muna dalam

merealisasikan target nasional, adalah pada pelal<sanaar kegiatan-kegiatan

untu-k mengantisipasi beberapa sub-indikator "lndeks Demokrasi Indonesia",

yakni sebagai berikut dibawah ini:

1. Hak memilih dan dipilih:

a. Kejadian di mana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat;

b. Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga

kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih;

c. Kualitas daftar pemilih tetap (DPT);

d. Persentase penduduk yang menggunakan hak pitih dibaldingkan

dengan yang memiliki hak untuk memilih dalem psmilu (voters'

turnout); dan

e. Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Provinsi'

2. Pemilihan Umum yang bebas dan adil:

a. Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPU dalam

penyelenggaraan Pemilu; dan

b. Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan

su€ra.

Rencana Shtegis KPU xab. Muna Tahulizgzo - 2024 36

jdih.kpu.go.id/sultra/muna



,'--_'----.GI,KPU._----..
\J I t<"DrrDrgr xuna

2.1 Visi KPU Kabupatetr MuEe

Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna menggambarkan kondisi

ke depan yang ingin dicapai melalui serarrgkaian Prograrn dan Kegiatan yang

diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Talrun 202O-2024. Visi Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Muna periode 2O2O-2O24 adalah:

"Menjadi Pengelenggara Pemilu Serentak gang Mandiri, Prcfesional dan

Berintegritas untuk terurujudnga Pemilu gang LUBER dan JURDIL".

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas

adalah sebagai berikut
l Mandiri, memiliki arti bahwa KPU Kabupaten Muna bebas dari pengaruh

pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungiawaban

yalg jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Integritas, memiliki arti jujur, adil, tralsparansi, akuntabel.

3. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas,

tertib, terbuka, proporsional, efektif, eEsien, dan mendahulukan

kepentingan umum.

2.2 Visi KPU Kabupaten Uuoa

Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna merupa,kan mmusan

umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk

mewujudkan Visi KPU Kabupaten Muna periode 2O2O'2O24. Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Muna melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden

nomor 8, "Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan

tepercaya"dengan uraian sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan

berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara

Pemilu.

2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan

kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
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3. Meningkatlan kualitas penyelenggaraal Pemilu Serentak yang efektif dan

efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.

4. Mengop-;melken pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalnm

menyelenggarakan Pemilu Serentak.

5. Meningkatlan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.

6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serental< untuk seluruh

pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna periode 202O-2O24 yang secara

garis besar dapat dibagi menjadi dua, yalmi:

1. Mendukung terciptartya organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Muna yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik,

disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas

lain; dan

2. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksaaalan Misi Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Muna, maka tqiuan yang ditetapkan KPU Kabupaten Muna

adalah sebagai berikuu

1. Mewujudkan Komisi Pemilihal Umum Kabupaten Muna yang mandiri,

professional dan berintegritas;

2. Menyelenggarakan Pernilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien

dal efektif; dan

3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia'

Jujur dan Adil.

2.4 Sasaran Stretegb KPU Kabupatel Muna.

Seiring dengan tujuan diatas, sasaran strategls Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Muna yang akan dicapai pada periode 2O2O- 2024, ad'dalt

56|qgai berikut :

Rencana Strategis xPU Kab. Muna Tahtn2oz0 - 2O24 38

2.3 TuJuaa Komisl Peallihan Umuu Kabupater muna

jdih.kpu.go.id/sultra/muna



,-GI,KPU-
\7 | xacupar runa

Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu "Mewujudkan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Murra yang mandiri, professional dan

berintegritas", yaitu:

1. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuaq

2. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas;

dan

3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Kabupaten Muna

yang berkualitas.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu 'Menyelenggarakan

Pemilu Serentak yang demokratis, tepat wal(u, efisien dan efektil", yaitu:

l. Ter*'r.rjudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh

lapisan masyarakat dan

2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan

Standar Petrayanan Publik, disertai pengelolaal data dan informasi serta

dokumentasi pelaksanaal Pernilu berbasis teknologi informasi yang

terintegrasi.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu "Mewujudkan

Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil",

yaitu "Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yanC tinggl

disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik."
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BAB 3

ARAH KE BIIAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULI\S I,

XERANGKA KELEMBAGAAN

A rah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten muna

lI y"rrg mengacu kepada arall kebijakan dan strategi nasional

I \s.t ^gai-ar, tercantum dalam RPJMN 2O2O-2O24 ditetapkan dalam

rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis KPU Kabupaten

Muna seperti diuraikan pada Bab II Renstra KPU Kabupaten Muna

3.1 Arah Keb{akaa & Strategl KPU Kabupatea una

Visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang ingin diwujudkan
Komisi Pemilihan (Jmum Kabupaten Muna kemudian dij abarkan
menjadi arah kebijakan yang dapat dilaksanakan.

Adapun Arah Kebiiakan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Muna

diformulasikan berdasarkan strategi, yang

dapat dikelompokkan ke dalqrn 2 (dua)

Program sesuai dengan jumlah

pengampunya pada Susunan Organisasi

dan Tata Kelola (SOTK) Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Muna kedepan, yaloi:

l. Program Dukungan Manajemen,

dengal arah kebijakan:

a. Menyelenggarakan tata

kelola/ manajemen kelembagaan

berdasarkan pada kualifikasi,

kompetensi, dan kinerja secara adil

dan wajar (merit system);

Rencana Strategis KPU Kab. Muna Taht,n ZOZO - 2024 40

kniqkatan konwtensi SDM KPU
dapat dilal:lkcn nelatui
pembinaan d.an pe ngemb ang an
SDM. SDM KPU galg berktalitas
odalah SDM gang memiliki sifat
Mikasi (memryngoimsa
pengabdian terhadop tuga.s dan
pekerjaannga); JuiuC Inouatif \nan
usia gang kreatif, gang *latu aktif
mencari hal-hal gang baru); Teirrln
(dap at memfo kttskat pedntiannga
kepada *suotu Wng
dikerjakamgq; *na Ulet (fid.ak
nadahgtusasa).

1,1 enurut Sedarmaganti ( 1 99 9 : 3 2 O),

Indikator pemberdag aan sumber
daga manusia mencahup hal-hal
sebagoi beriklt:
. Rekrutne'L pegauroi Seleksi

pegar.oai
. Penempatan pegauai
. Pengembanganpeganuai
. Penelihnrasft pegauai

jdih.kpu.go.id/sultra/muna



,'------------ GI:KPU_EJ I xetuprtrn runa

b. Menyusun pedoman teknis dan pel;aksanaan dari setiap kebijakan dan

peraturan yang ditetapkan;) ;

c. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan

yang diberikan;

d. Menyelenggarakal pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan

administrasi kepegawaian di lingkungan KPU Kabupaten Muna;

e. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi

pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan

yang terintegrasi;

f. Menyediakan dokumen perencalaan dan penganggaran, koordinasi

antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;

g. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan adminisEasi

keuangan di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Muna;

h. Menyelenggarakal dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran

sehari-hari untuk KPU Kabupaten Muna; dan

i. Menyelenggaralan penga.daan dan pengelolaan aset KPU Kabupa.ten

Muna secara optimal.

2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalat" Proses Konsolidasi Demol'<rasi,

dengan arah kebifakan:

a. Memfasiltasi penyelenggaraan tahapan Pemilu. (Pemilu Presiden dan

Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

dan/atau Walikota dan Wakil walikota);

b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemalgku kepentingan, bqik pada

tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu;

c. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya

Pemilu yarrg langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan,

akuntabel, dan berintegritas;

d. Meningkatkan kapasitas SDM delam mengelola logistik Pemilu/ Pemilihan

secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat

sasararn;

e. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU

Kabupaten Muna, pendokumentasian informasi hukum, advokasi

hukum, dan penyuluhannya; dan
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f. Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan.

Sebagai penyelenggara Pemilu Serentak, KPU Kabupaten Muna mempunyai

kewenangan atribusi untuk menetapkan kebijakan teknis yang merupakan

peraturan pelaksana dari undang-undang untuk mengatur penyelenggaraan

Pemilu Serenta}, kebdakan telmis tersebut ditetapkan dalam bentuk

Peraturan KPU. Peraturan yang diperlukan KPU Kabupaten Munadapat

dikatagorikan menjadi 2 (dua), yaitu peraturan yang mengatur terkait dengan

teknis penyelenggaraan Pemilu Serentak, dan peraturan yang mengatur

dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilu Serentak (non tahapan

Pemilu).

Dengan demikian regulasi yang sektanya diperlukan pada periode 202O-

2O24 untuk mendukung kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna

dalam menyelenggarakan Pemi'lu serentak, serta dalam menghadapi situasi

darurat seperti Pandemi Covid-l9, adalah:

l. Tentalg Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan

Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak;

2. Tentang Pengamalan Surat Suara di Percetakan dan Pendistribusian ke

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota dalarn Pemilihan Umum

Serentak; dan

3. Tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan

Pemilihan susul,an tanpa melalui usulan dari KPU Provinsi/ Kabupaten

/Kota dalam hal sebagran atau seluruh wilayah Pemilihan mengalami

bencana alam/non alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau

gangguan lainnya.

3.3 Kerangka Kelerobagaan KPU Kabupaten Muna

Merujuk pada organisasi KPU, pengaturan hubungan inter dan antar

organisasi KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota, serta sumber daya

manusia aparatur KPU sesuai dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja
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(SOTK)-nya, maka diperlukan perkuatan dan penyempurnaan SOTK Komisi

Pemilihal Umum KabupaGn Muna ke depan.

Perubahan SOTK Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna tersebut

didasarkan pada Peraturan Presiden nomor lO5 Tahun 2018 tentang

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Keda Sekretariat

11e6isl psrnilihan Umum Kabupaten/ Kota.

Disamping itu, Komisi Pemilihan Umum ke depan perlu memperkuat

harmonisasi atau kerjasama antar lembaga, guna mendukung pelaksanaan

Pemilihan Umum. Adapun Lembaga-lebaga yang sebelumnya telah

bekerjasama dalam mensukseskan Pemilihan Umum bersama Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Muna, adalah: 1). Bawaslu Kabupaten Muna; 2). Pemda

Kabupaten Muna;3). TNI;4). POLRI; 5). DPRD Kabupaten Muna;6). Perguruan

Tinggi; dan 7). Pemerhati Pemilu.
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TARGET KINERJA

4.1 Target Kiaerja Sasaraa Strategis KPU KabuPetea Uuna

arget kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh

unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran y€rng

ada. Indikator Sasaran Strategis KPU Kabupa.ten Muna disajikan dalamT
Tabel di bawah ini.

Tabel 15

Target Kinerja Sasaran Strategis KPU Kabupaten Muna 2O2O-2O24

Tujuan Sasararl
Strategis lndikator

Target Ki,ae.ja
2020 2021 2022 2023 2024

1. Mewujudkan KoBisi Pemilih2n UEuE YatS MaDdiri, Professional dan Berintegritas
Terumjudnya
kebii.k2n bidang
politik yang kuat

Perseutase noskah
akadeEik Peraturan
KPU yang berbasis
.is€t kependluara

a$/o 80.,; 450/" 9eh

Ieflvrljudnya
Sistem Ir,forlfasi
oengenai Paitai
Politik yang andal
dart berkualitas

Persenta.s iDformasi
oeageoai partai pofitik
ya!.g mutakhir dan
dipublikasikan pada
publik

2O/o 25o/o 3A% 350/" 4G/"

Terwrljudnya
Su.rlbei Daya
Manusia dan

Indeks Rdormasi
BiroLrasi 76 77 7A 79 ao

Nilai Akuntabilitas
Kineda B

WTP

B

WTP

B

WTP

B B

WTPLembaga KPU
yang berkualitas

Opini BPK atas
Lapoian Keua[gan \4"TP

Nilai Keterbukaad
Informasi Publik to0/" toe/" 100/o 10v/" to0/"

2- Menyelenggarakan Peoi.lu Serentak Yang Dedokratis, TePat waldu, Efisien dan Efektif.
fersujudnya
Kesadarau Pemilih,
Kepernilua.n dan
Deo.okrasi yang
tirggi untuk seluruh
lapisa.rl rnasya.akat

Persentase Paitisipasi
Pemilih dalarn
PeI!ilu/Pemilihan

77,5 0/o 77 ,5 0/o 77 ,5 0/o 77,5 0/o 77,50/o

Persentas€ Partisipasi
Pernilih PereEpuan
dalarrrPemilu/ Pe!nilihan

77 0/o 77 o/o 77 0/o 77 "/o 77 "/o

Persentase Partisipasi
Pemilih Disabiiitas
dalarn
Peroilu / Pemilihan

77 0/o 77 0/o 77 0/"

Ter*trjudnya
Koordinasi
lrayelenggaraaa
kepeEiluan yarE sesuai
denaan Starrdat
Pelayanan Publik,
disertai pengelolaa!

P€rsentase PeEilih yana
Be.hak Memilr:h Tetapi
Iidak Masuk d,l2m Dalftar
PeEilih Tetap

O.2O o/o o.19 0/o O.la o/o O.17 o/o O.160/o
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data da.r1 irrforlnasi
serta dokufnentasi
pelaksanaafl
PeEilu berbasis
leknologi informasi
yarrg teriltegrasi

toe/" lO0/o 1O@l' toe/"

Persentase KPU, KPU
P.ovinsi/KlP Aceh, darl
KPU/KIP Kabupaterr/
Kota ya.ng
menyelenggara&an
Pemilu/ Perniliharr sesuai
dengan jadwal dan
keGntuan ya.ng berlaku

1oe/o

3 - Me\r1.rj udkan Pedilu Sereotak yang Langsung, Utnlrd, Bebas, Rahasia, Jujur dad Adil

IOA/o lO@/o IOG/o 10e/"

Persentase KPU, KPU
Provilsi/Kl P Aceh, dar!
KPUIKIP Kabupaten/
Kota yang tEelaksaqakarr
Pemilu/ PeEilihan yang
Aman dan Damai

loe/"

8E"L, as'/" aqt, 9e/"
Percenta.* SeiAketa
HukuE yeg
dinerarlgka.E KPU

8q/"

Ierwujudaya
PeEilu Serentak yarlg
aEra.fr dan daEai
disertE i p€nlrclesaian
sengketa. hukun
yanA baik

Adapun target kinerja KPU Kabupaten Muna dalam kurun waktu 2020 -

2024 disajikan pada Tabel 16 dan Tabel 17 sebagai berikul

Tabel 16.
Target Kine{a Prog'arn Dukungan Manajemen 2O2O-2O24

Terwujudrrjra
Dukungan Saran-a
darl Prasa.mna Gulra
MeninaEatkan
Kelancaran Tugas
KPU

Perseltase Ters€dia[ya
Sarana da,r Prasa.rana
untuk MeBelruhi
Kebututla! Kerja Pegawai
vaog berfungsi dengan
baik

too o/" 100 9'.o IOO o/o IOO o/o 100 0/"

- | aq3u -aIl

I. PROGRAM DUKUNGAN MANA]EMEN

85 o/o a5 0/o a5 ",4,a5 0/o 85 0/o

Terlaksanatl}a
fasilita.si leEbaga
riset kepemiluar! dan
opetasioaalisasinya

Per'sentase fasilitasi
kerjasa.Ea KPU
Kabupateo Muna
dengan lerabaga riset
kepeoiluan

95 0/o 93 0/o lOO o/o90 0/o
Meningkatoya
thpasitas SDM yana
Berkompetea

Persentas€ k€sesuaia!
koapetensi pegawai
terhadap standaJ
kodpetensi
Pe[ugaEannya
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B B
Nilai Evaluasi atas
Akuntabilitas Kirterja
KPU

B

WTP WTP WTP WTP
Opini BPK atas
Lapora, Keuangad
KPU

WTP

7A 79 ao
Nilai Evaluasi atas
Pelaksanaan Reformasi
Btuokrasi KPU

76

Menitrgkartrya
Akuntabilitas
Keualgan daa
Kioeda KPU

IOA/o 1.OO/o lOtr/otoe/" IOG/o

Perserttase I(PU
Provinsi/Kabupaten/K
ota yang
merxrutakhirkau Data
Pemilih T€pat Waktu

Terwujudnya Data
Pemilih secara
Berkelanjutan

1. Pelaksanaan Perencaraan, Organisasi

15
kegia
tan

1a
kegia

ta,:!

20
kegiatan

25
kegia
tan

15
kegiat

an

Terwujudrrya
kerjasaaa dengan
lernbaga
Penyelerlggara
Pernilu baik di dalarn
maupun di luar
negeri

Jurdah Fasilitasi
Kerjasana Denga{t
IDstansi Terkait Dalarn
Rangka Penguatan
Kelerarbagaan
Derftoklasi

10 kali 10 kali 12 kaliI kali 8 kali
Julclah revisi yarrg
dilakukan terhadap
renca-na kerja yaag
telah ditetapkan

Terwujudr:tya
rencana kerja dan
anggara! KPU, KPU
Provinsi/ KIP Aceh
darl KPU/IOP
Kabupaten/Kota
yang efektif dan
elisien

75 0/o 750/" 75"/o750/"

Persentase laporan
monitori'rg dan
evaluasi yang
akuntabel da!] tePat
waLtu

Terwujudlya sistem
adrnini*rasi
penyelenggaraan
Perdlu yalg tertib,
efektif dan efisien

9Gt 9A/n 9e/"9O/o 9U/o

Persentase KPU, KPU
Provinsi/ KI P Aceh dan
KPU/KlP Kabupaten/
Kota yang target
kiderjalya tercapai
sesuai derrgan
perjanjiaa kinerja

8Sozi,85ozi' a59i, 85"./oSGto
Persentase Dokumen
RDP ya[g Tersedia
dengart Tepat waktu

10e/" lOOP/o7e/" aa/" 9e/"

Per*ntase KPU
kovinsi, KPU lbbupaten/
Kota yarg ditunju&
*bagai pilot project yang
mendapat ailai rainiEal B
uatut penilaian mandiri
RB

Terwujudaya
Refortrasi Birokrasi
KPU Ptovinsi dara KPU
I(abupatea/ Kota
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2. Pembitraan Sumber Daya Ma.nusia dar! Pelayanan Adrninistrasi Kepegawaiall

97 .5 0/. 97.5 "/o 97 .5 0/o 97.5o/o

Persentase Iregawai
yarxg oeddalratkan
layarran kepegarraian
secara tepat rPaltu darl
aku.aat

97 .5 0/"

9e/" 9ea 9e/" 9Vt 9e/"

M eniigkatuya tertib
adlnirdstrasi dalt
pengelolaan suaber
dal,.a oanusia

Perseotase Penegakkan
Disiplin Pegawai

100 96 IOO o/o
I OO "/o IOO o/o 100 0/o

Perseotase Pcgavai
yar:g Terseleksi Secara
Traasparal dan
AkuDtabel

60 0/o 80 "/o 90 t,/o I OO "/o40 0/o

Terldks, henya
Layar1an Pengadaatr
Pegawai secana
Tra'rrspara.(l dan
Akuntabel

Persentase Pegawai
Pederintah derrgan
Perjanjian l(ontrak
(PPPK) yarrg diseleksi
rnelalui Peraturan

IOG/o loe/." lOG/o
loo
o/o

Peisentase Anggota
KPU, KPuProvinsi/KIP
Aceh dan KPU/KiP
Kabupaten/Kota ya-ng
diseleksi sesuai
dengan periode rnasa
jabatan darr PAW

toe/"

Terlaksarratrya
Prcses seleksi
A'tggota KPU, KPU
Provinsi/IcP Aceh
dan KPU/KIP
Kabupaten/ Kota
Sesuai Per:aturan
Perundarrg-
ljndanqan vanq

80 o/o 90 "/o 95 o/o50 0/" 70 0/o

Peisentase Pegaxtai
yartg Tercatat secara
akurat dalam Data
Base Kepegawaian
berbasis teknologi
informasi

Tersediarrya data
dan informasi
kepegawaian

a
!ancaJrS

a
r:rnc:rng

an

a
rancang

an arlga n

8
raitc

8
rancang

Jurolah RalrcangaJt
Peraturan/Kebijakan
Bidang Kepegawaial

Tersedianya
PedoEra! Bidarrg
Kepegawaian

t oo "/o40 0/" 60 0/o 80 0/o 90 o/o

Persentase PNS ya.rrg
rnenduduki Jabatan
Fungsional Penata
Kelola PeEilu (JF PKP)
yang diseleksi sesuai
Peraturan Perundana-
undaogan yaog berlaku

Tersediaitya Jabata.o
Furrgsional Perlata
Kelola Peoilu
(JFPKP) sesuai
peraturatr
perundarg-
undangan J,an8
berlaku
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ftograB/ Sagararo Progra6
(Outcorre) / Sasaran

Kegiatan
Indikator

Target K.iaerja

2020 2021 2022 2023 2024
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Proga-@/
Kegiala,o

Sasaian Prograo
(Outcome) / Sasaran

K€Aiatall
Indikator

Taiget Kinerja

2020 2021 2022 2023 2024

3- Pelaksanaarr Pengelolaan Keuangan da.rt Barang Milik Negara

Meninglatnya
peabfuaa,a
perbeudaharaarr

Persatase Pejabat
Perbendaluraan 3rarg
menyele<eik^a
pertangguogjaw"aban
penSguraan angSaran
sesuai ketetrtua!

9@t'o 9@./o 9e/" 90/o 90/,t

Terla.ksa.Danya
sistem akuntatrsi dan
pelalrcran keuangaa

Jlrlolah laporar sistem
akuntansi da.rr pelaporan
keuangan

2 Lap 2 Lap 2 Lap 2 La'p
2

l,ap

Terelesaikaaoya
Permasalaban
IteDgdolaan keu2-8,n

Persentas€ perB.qlahan
dala.a pengelolaan
keuargan yang dapat
diselesaikan

8e/" 45"/" 9e/" 9A'/,,

Tersusrmya la;roraa
pertangguagia\,,abart
perrggunaafl anggar:alr

Per*ntase KPU Proviosi
dan KPU Kabupaten/ Kota
yairg Menya.Epaika.o
Laporaa Pertarqggung
jarf,abafl Pengu,aaala
Aaggaraa berbasis
SIMONIKA trang Tepat
wektu darr Valid

950/" 95/" 95"/" 950./o 950/"

Terwujudnya
Pengelotraan Baraag
Milik Negara sesuai
dengaa Peraturala da.n
Peru:rdalgare yang
berLaku

Persentase KPU Provilsi
alarl KPU Kabupatear/ Kota
yarrS Patuh dd Tertib
dalan Pengelolaan Bararg
Milik Negara yalg Material

98P/) 98P/" 98f/o 9*/o

JuoJah l,aporaa
Barang Milik Negara
Berdasarkan SIMAK BMN
ya.ng Datartya Sesuai
denga.n Data SAI(

5 Lap 5 Lap 5 Lap 5 Lap

Persntase KPU
Provinsi dan KPU
Kabupalen/ Kota Yang
Mengelola Alsip Inaltif

a7 .5 0,/o 47.5 0/" a7.5 0/" 47.5 0/"

Ters.rsurt xlta laporarr
pertanSgurtrgiauraban
penggunaan anggaran

Pers€ntase KPU Proeinsi dan]
I(PU Kabupaten/ Kota yaag
Menyarapaikan Lapo.an
Pertargung javaban
Penggunaan
Anggaran berbasis
SIMONIKA yang Tepat
Walrhr dan Valid

95o/o 95/" 95"/" 95/o 95/o

Terwujudaya
Pengelolaan Barang
Milik Negara sesuai
de'lga,l Peratu!-afl dalr
Perundangan yang
berlaku

Persentase KPU
ProviDsi dan KPU
I(abupatell/ Kota yang
Patuh dan Tertib dalaE
Pengelolaan Barang Milik
N.Za.ra yaiS Material

9A/o 9AZ, 989i, 9g/o 98/o

Juolah Lapo.an
Beang Milik Negata
Mas.irkan SIMAK BMN
yang Datartya Sesuai
de,,ga,a Data sAI( Sesuai
Aturan Xearsipa!

5 Lap 5 Lap 5 Lap 5 Lap 5 Lap

Rencana Strategis NPU Kab. Muna Ta}iultzoz0 - 2024 4B

85o/o

9A

5 Lap

4 - Peayeledg8araan Operasioual de Dukungan Sarana Prasarana Xantor
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Progra-m/
Kegiatarr

Sasare hogram
(Outcoae) / Sasaran

Kegiatan
Iodikatot

Ta-rget Kineda

2020 202t 2022 2023 2024

Tertvujudnya
Dukulrgaa Saia.oa da
Prasaraoa gula
fUeningkatkan
Kelaacaran Tugas KPU

Persentase sat-ana
tralsportasi u[tuk
oeDdukuog kin€rja
pegaw,ai yarg berfurgsi
dengaa baik

to0/" toG/" toe/o to@/" too/"

Persentase fasilitas
Frkartoran ulltuk
mendukurg kinerja
pegaw.ai yaog berfulgsi
dengara baik

loPr, toe/o lO@/o lO0/o lO0/o

Persentase Gedung
dan cudanA KPU,
KPU Provinsi dan KPU
Xab/ Kota yalg berfrrngsi
deogan baik

toGt 10@/o 10G/o to@/o IOUYo

MeninSkataya
l(ualitas Layartar
Persid.ngr- dalt
Protokol

Pers€ntase ruarrgan
rapat ),ar8 digruxakan tidak
ada yang bersa.Eaarl
dalem rp:aktu dajl terapat

1oG/" to@/" lO@/o I O@/i, lO0)/o

loel" loe,/" loctD/" to@/" toe/"

Terwujudnya
KeaEanall! dart
Ketertibarl di
lirtgkultsan KPU
Kabupaten/ Kota

PerseDtase garggua,a
keaoanaa dalam
lingkungaa KPU Kabupaten
,/Kota. yang dapat
ditangufangi

L0@,4, Lou/" toe/" I Oel" tocp/"

Terwujudal.a
DukuigaD Sara.tra
dan Prasaratra guna
Menirrgkatkan
Kelancaran Tugas
KPU Kabupaten/ l(ota

Persentase sarana
transportasi untuk
lrendukunS kinerja
Ircga\aai Yang ,r.fat
dipnuhi

7G/" 7e/" 7e/o 7e/o 7U/o

Persentase fasilitas
p€rka.ntor:ao untuk
Eendukulg kine.ja
pegaE"ai yarE dapar
dipenuhi

7e/o 7e/" 7vvo

Pers€ntase Gedung dan
Gudang kPU, KPU
Provinsi/ KIP Aceh dan
KPU/ KIP Kabupated/ Kota
yang dapat dipenuld

7T/o 7T/o 7P/o 7?/"

Tervrujuddya
penyelergaraan
pemerintahan yang
b6sih dan berwibaEa
(clean goverrta'lce)

Persentase
pengaduan
Easyaratat yarlg
ditind^klenjuti

9Eto 9e/o 9@/o 9e/o 95o/"

Meningkarkan
akuntabilita.s killerja
di linakur8an KPU

Persaxtase KPU
Kabupatea/ Kota yarxg
mendapatkan nilai
akuntabilitas kiaerja
mininal B

6e/" 7G/"
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Persentasc Hasil Rapat
Plerto Yang ditind akl.rrjuti
paling lambat 4 hari kerja

7@/o

60 0/" 7@/o 70/o
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Tabel 17.

Target Kinerja Progrnm Penyelenggaraan Pemilu
dalam Proses Konsolidasi Demokrasi 2O2O-2O24

II. PROCRAM PEI{T'ELENGGARAAN PEMILU DAI.AM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI

lO0/o lOV/o tocP/" t 0ff1,

Persentasc
Rarlcangatr Peraturan
KPU yang disusun dan
diharmonisasi dengan
telrat saktu sesuai
dengan Kerangka
Regula,si KPU

toe/o

Terlaksananya
Penetapala
Peraturarl
KPU sesuai dengan
ketentuan peraturan
pe.undang-
urrdairgan, serta
pendokuEentasian
informasi hukusr,
dao penyuluhanlya

tov/" 10c./" 1.Oe/D IOG/o

Persentase Satker
yang rnendistribusikan
logistik
Pernilu/ Pemilihan
s€cara tepat sasaran,
tepat jutnlah, tepat
jenis, tepat mutu, dan
tepat waLtu

lO0/o

Terrruj udnya
Dukungan Logistik
dalarn
Penyeleoggaraan
Peroilu/Pelnitharr

to0/" Iou/o IW/o 100 /" toe/"
Terq.ujudnya
Tahapan
PeErilu/ Pelariliharr
sesuai Jadwal

Persentase KPU/KPU
Provinsi/ KPU
Kabupateo/Kota yang
menyeleogr<arakan
Perailu/ Pernilihan
ssuai dengan jadwal

1. PenJ,'usulart Peratuian Perundang-Undanga!

1oe/" 10c/" OG/o 1 otr/oI

Perseatase
RancanSan PeraturaD
KPU yang disusua daa
diharoonisasi tepat rraktu
sesuai dengan kerangla
regulasi KPU

Ioe/"

toe/o tocP/o 10G/" toc/" IOG/o

Terlaksanartlaa
PenJrusu,ae
raacatt8ara Peratufan
KPU sesuai den8an
ketentuan peflrndang-
ulrdalrgatt

Pesentase fanca.tl8an
Peraturan KPU terkait
tahaparr PeEilu / peailihan
yang disusuo melalui
proses uji publik kepada
peEarrgku
kep€ntingara

Persentase produ.k
hutum yang dikelola dan
didokua€f,rtasikan sesuai
trEratuian p€rundarrS-
undanSart

9T/o 950/" 97o/o I O@/i, 1O@/o

9A/6 9Zt/o 930/o 94o/o toe/o

Terla.ksanareya
peogelolaaa dan
pelayanan ioforEasi
hukua

Perserxtas€ iifoftrasi
produl hukr,ld yana
di8qiikaro *cara cepat,
tepat, da! a.kurat sesuai
dengan SOP
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Sasa.rart Progiarn
(Outcorne) / Sasaran

Kegiatatt 2020 | 2021 i 2022 | 2023 2024

Ta.rget Kinerja
lndikator*ogran I

Kegiatatr
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ProglaE/
Kegiatan

SasataIr Prograrn
(Outcome) / Sasaran

Kegiatart Indikator

Target Kinerja

2020 2021 2022 2023 2024

2- Pelaksanaan Dukungan Barrtuan Hukurn

peDy€lesaiarr senSketa
,l.n pelaJEoafl
pertimbaagaa hukuo

ntase sengketa
ukurrr yang 88p/o 8g/o aq/o aq/" 9@/o
irnerlangkan KPU

3. PelaksalaaD Tekais Peoilu/Pemiliharr dan PAW

Persntase KPU, KPU
Provinsi/ KIP Aceh darl KPU

/KIP Kabupateo/ Kota yang
Eenetapkan jadwal
tahapa.!, da.r1 petunjuk
teknis peDyelen'saraan
Penilu/ Peailihao s€suai
dengan jadwal.

lO0/o toe/o 10e/" toe/" lO0/o

Terwujudnya
Penyelerrggaraa.n
Pemilu/ Pehilihan
sesuai Jadtral

Persentase KPU, KPU
Provinsi/ KIP Aceh dan KPU

/KIP Kabupaten/ Kota yalcg
EeDutakhiikan data
wilayah/pemetaan da-
penetapan Daerah
PeEilihan u.ntu-k Peailu
Tahun 2024

IOA/o I OO'/o lOff/o toe/" 1oeh

Terla.ksalaaDya
Perseatase proses PAW
angota DPR dan DPD,

layanart administrasi DPRD Provinsi dan DPRD loPl, I OG/o toe/" 1oeh
PAW tepat lP.altu Kabupaten/ Kota dapat
dan ses.rai aturaD di*lesaikan dala6 wakfir 5

hari
Jurolal dokumen SOP
atau petulju] teknis 1 doku
pelaporan Dana Kampa.aye,
verifi kasi Partai Politik
dan/atau sya:rat dukungan
Calon perseora.gan yang
di$rsuo sesuai dengan

I doku I doku melt I doku
men

(dakao)

1 doku
[len

(dakao)
Tersed ranya men men (p"o
Laporan da.n audi t (dakae) {verpol)
kaDlPanye verifikasi garl)
paltai politik darr/ alau

Pemilu Pemilihananggo ta penoranga-n
DPD Persentase data

kepeogurusan dao
keansotaaa partai polit.ik
yang diautakhirkan

4e,/" 8O/o 4G/" 6@/o

4- Fasilitasi Pelatiha,t Masyaralat dan Perryeleagganaan Hubunga[ Masyaiakat

Pendidikan Peailih
Kepada Masyarakat
UE1x!

Persentase satker
KPU Kabupateo/ Kota yang
ueorifiki "Peodiditan
Peoilih KepeEiluan de
Dernok.'asi" urxtuk
masyara.kat urlluiEr

a59/o 9e/" 95"/" \oa/o

pe,ldidiken PeEilih
Kepada Peoilit!
Pe6ula, Pereopuan,
dan Disabilitas

Per:sefltase satler
KPU Kabupaten/ Kota yatrg
memniki "Peodidikan
Pedilih Kepeailuan dan
Demokra,si" rurtuk perailih
p€relnpua'r

a50/o 9G/" q50 ggt, 1o(P/o

Persentase satker KPU yattg
Eerriliki "Peodidikan
Peoilih Kepeoiluaa da,1
DeEokrasi" untuk pemilih
p€aula

85% 9A% 95% 98% 10096
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850/" 9ea 95/o 9*/o to@/o

Persentase satker
KPU
Kabupaten/ Kota
yaiS aelDiliki
"PendirliL2a Pemilih
Kepemiluan dan
Dehold"asi" untuk peEilih
disabilitas

950/o 9g/" lO0/i,850/" 90/o

Pendidikaa Pemilih
(epada Daerah
Partisipasi Rendah,
Daerah Potensi
Pelangaraa Pemilu
Tingi, dan Daerah
Ra\Fan Konllik
/bencaru

Persentase satker
KPU di Daerah Potensi
Pel..ggaran Pemilu
Tinggi, Daerah Rawan
Kooflik/ Bencala, dan
atau Daerah dergan
Partisipasi Masyarakat
R€ndah ya,rg
Eeadapatkarr "Pendidikan
Pemilih Keperdluan dala
Demokasi

lOe/o 1OOP:o 10G/" IOA/olO0zo

Perserrtase
Permohona.Ir inforEasi
yar8 dithdaltafljuti
Eelalui PPID sesuai
densan SOP

1.Oe/" to@/"100/" OG/o I ov/o1

Pcrserltas€ inforn asi
dan publikasi tahrpaD
Pemilu/ Per ihan yarrg
ditahpilkan di Dedia
publitasi KPU pali.Dg
lambat I (satu) hari kerja

tov/" lO0/otoe.,o 10e/" tou/o

Persentase inforEasi
dal 1nrblikgsi r-halran
Peoih.r/ Pemifihaa yaog
ditanpilkao di Eedia
publikasi KPU paling lambat
I lsatu] hari keria

Meaingkatnlra
kua.litas layanarr
iflforEasi dan data
yang c?pat *rta
akurat

5. Pelaksalaan Pengelolaan togistik

100% I OOq. I oo%100ei r ooh

Persentase KPU Kabupat€a
/ Kota yang menyeleng8ara
kan Peoilu /Perdlihatx
tatlpa ada permasalahan
arggaran dalam
pehenu]1a.D k€butuhan
logistik

I oo\ r oocb I oo% 100%100%

Persentase KPU l(abupaten
/Kota yang melatc"naktr
p€ogadaan logistik
k€peiluan Pemilu
/ Peidlihatl dergan tanpa
ada ka-$rs terttadap Pross
peogadaa.a yalrg
Eelrgakibatkan kemgian
negara atau peltrborosa.a
rrang n€gara

100% r oo% 100_\ 1 00%1009,

Terlaksalrrrya
f. sili tasi peDgelolaa!
data kebutuhan,
Pel8adaaa,
pendistribusian,
ser:ta peoelihararn
dan inventarisasi
logistik
Pedilu/pemilihan

Pcrsentase KPU KabuPaten
/ Kota yang metldbtribusi
k2. logistik Pemilu/
PeEilihan t€pat jerds,
j ralah datl w.aktu

RencarE Su'ategis KPU Kab. Muna TahJtrr2oz0 - 2024

Sasaran Progratn
(OutcoEe) / Sasaraa Indikator

20242r]2rl 2021

TarSet liinerja

2022 2023

Program/
Kegiata!

jdih.kpu.go.id/sultra/muna



..______________ t,KPU ._.
\J I xaOuprur runa

1.Oe/" toe/"lO0/o 1OU/o lO@/o

Persentase KPU Kabupaten
/Kot^ yanz
meogilrv€ntarisir dan
meEelihara logistik
PeEilu/ Pemilihari 1 (satu)
har:i s€beluE pelaksa.oaan
pemr.rngutan suara dalaa
PeEilu/ Pernilihan

22
l(ecamat

€m

oc
Keca.rnat

an

,c
Kecaaat

am
Kecamat

am

Kecadat
an

Persentase
penyediaan logistik
Pemilu

Keter's€.liar.
Lgistik Pemilu

Kecamat
an

22
lieca.oat

an
Kecaoat

an

22
Kecamat

antl

22
Iieca.,!at

an

Persentase
Pela.ksaraaan
PeEurgutan saEpai
delgalr Irenetapan
Hasi.l pet ailu

Keters€diaan Suara
Peailih Hasil Peailu

6. Pengelolaan Data, Teknologi da.a Informasi

10e/" 1O@/o1.O@/o 10e/" lO@lt

Pers€ntase KPU Kabupaten
/Kota dan KPU Provi.si
Jaang Eelaksana.ka[
PeEutakhiran data
peEilih secara
berkelaniutan

lO@/o1OU/o 10v/" lO@/o 10@/"

Persenta.se Sarana
dan Prasarana
Teknologi Informasi
untuk SisteE lnfo.oasi
yatrg a6an, handal dan
larrcar

650/" 8A/o 1ocP/"5e/" 5@t6
Persentase Aplikasi KPU
yang diterapkan secara
terintegrasi

Tersedianya dala,
informasi, sarana
dan prasaraia
teknologi info.Easi
ser:ta penerapart e-
government KPU
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Program/
Kegiatan

Sasaran Prograrrr
(Outcome) / Sasaran

Kegiatarl

Taiget Kineria
indikator 2020 2021 2022 2023 2024
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BAB 5

PENUTUP

enstra KPU Kabupaten Muna tahun 2O2O-2O24 merupakan dokumen

perencanaurn 5 (lina) ta-huna.rr yang menjadi penduan bagi pimpinan

KPU Kabupaten Muna dan seluruh unit ke{a termasuk dalam

menentukan rencana strategis dan rencana kinerjanya sehingga

konsisten dengan sasaran prioritas pembangunan dan pemerintahan. Renstra

ini berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang meliputi kebijakan dan

program untuk kurun waktu 5 (lima) f2hqn yang akan datang. Dala"'

rangka memberikan kerangka kerja dan kine{a yang ditargetkan terwujud

dalam kurun waktu tersebut, dokumen Renstra KPU Kabupaaten Muna tahun

2OO2-2O24 ini dilengkapi pula dengan lampiran matriks kine{a serta matriks

kerangka regulasi. Renstra KPU Kabupaten Muna untuk melaksarakan tugas

pokok dan fungsinya masing-masing serta meningkatkan kinerja sesuai

dengan target yang ditetapkan dalarn RPJMN 2O2O-2O24. Dalam hal ini, KPU

Kabupaten Muna tunduk dan patuh dalam melaksanakan segala kebijakart

terkait Pemilu yang dietur oleh Undang - Undang. Renstra ini tidak akan

berarti apapun, apabila tidak dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan

kegiatan yang berorientasi pada kinerja

Demikian dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Muna Tahlur: 2O2O-2O24 futt disusun. Semoga

Rencana Strategis Komisi pemilihan Umum Kabupaten Muna untuk 5 (lim2)

Tahun mendatang dapat terwujud.

Salinan sesuai dengan aslinya

Raha, 17 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUNA,

ttd.
EKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

}I,Ii{BUPATEN MUNA KUBAIS

Kepa-la Sub Hukum,
\\.

IKRMARIATs

N

i.l
6
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KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA
Sasaran Strategis I
T udn kebi akan bidang politik kuat
Indikator Kine{a
Sasaran Strategis
1.1
Persentase naskah Akademik
Peraturan KPU yang berbasis

ffitKPU a---+
(abupaten l,tuna

riset miluan
Sasaran Strategis 2
Terw udn
Indikator Kinerja
Sasaran Strategis
2.1
Persentase informasi mengenai
partai politik yang mutakhir dan
di blikasikan
Sasaran Strategis 3

udn a Sumber Daya Manusia dan km
Indikator Kinerja
Sasaran Strategis
3.1

Sistem Informasi men Partai Politik andal dan berkualitas

8Oo/o B0o/o 85o/o

250/o 30o/o

85o/o 90,

35% 40o/o

80

Indeks Reformasi Birokrasi
Indikator Kinerja
Sasaran Strategis
3.2
Nilai Akuntabilitas Kinerja

__l--

2Oo/o

KPU berkualitas

76 77 7a 79

BBB

Program
I

Keglatan

Sasaran Program
lOutcomel / Sasaran Kegtatan /

Indikator

Target KinerJa

2021 20.22 20/23

Unit
Organlsasi
Pelaksana

I{IL.
N-B-

NS.BS2o242020

MATRIK KERANGBA KINERJA DAN KELEMBAGAAJV

B B
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Indikator Kinerja
Sasaran Strategis
3.3
Opini BPK Atas taporan
Ke
Indikator Kinerja
Sasaran Strategis
3.4
Nilai Keterbukaan Informasi
Publik

lO0/o IOOYI lOOo/o

Sasaran Strategis 4
Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh

arakat
Indikator Kinerja

ffiIKPUlbd I Kabupaten Mun6

WTP WTP WTP WTP

1O0o/o lOOo/o

-----r----t
Sasaran Strategis
4.t
Persentase Partisipasi Pemilih
dalam

77,5t/" 
I

77 ,50/o

l 
rr,rr. 7z,so/o 77,50/o

77o/o

Indikator Kinerja
Sasaran Strategis
4.2
Persentase Partisipasi Pemilih
Perempuan dalam Pemilu/
Pemilihan
Indikator Kinerja
Sasaran Strategis
4.3
Persentase Partisipasi Pemilih
Disabilitas dalam Pemilu/
Pemilihan

77o/o 77Yo 77o/o

77o/o 77o/o 770/o 77o/o 77o/o

MATRIK KERANGKA KII{ERJA DAIT I(ELEMBAGAAN 57

WTP

lapisan

Pemilihan

77o/o

L

.L "-----J-

--1
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Sasaran Strategis 5
Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar
Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi

ffiIKPU
hJ I Kabupaten Muna

lak terin
Indikator Kinerja
Sasaran Strategis
5. 1

Persentase Pemilih yang Berhak
Memilih Tetapi Tidak Masuk

o,200/o o,190/o O,l8o/o O,17o/o O,16Yo

100% 100% 100% TOOo/o 100%

dan ketentuan yang berlaku
Sasaran Strategis 6
Terwujudnya Pemilu dan Pemilihan yang aman dan darnai disertai

esalan sengketa hukum yang baik
Indikator Kinerja
Sasaran Strategis
6.1
Persentase KPU Kabupa.ten/ Kota
Yang melaksanakan Pemilu/

lOOo/o lO0o/o TOOo/o 1000h

Pe Aman dan Damai
Indikator Kinerja
Sasaran Strategis
6.2
Persentase Sengketa Hukum

Indikator Kinerja
Sasaran Strategis
5.2
Persentase KPU Kabupa.tet/ Kota
yang menyelenggarakan Pemilu/
Pemilihan sesuai dengan jadwal

lOOo/o

MATRIK KERAIYGKA KINERJA DAN XELEMBAGAAIT

89()h 89o/o 89Yo 9o<rh

58

Pemilu berbasis informasi

dalam Daftar Pemilih Tetap

89"h
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yang dimenangkan KPU

I. PROGRAITI DUKUNGAN MAN,IL'EMEN

ffitKPU
Muna

i+
](sbupaten

Sasaran Program 1

Ter a fasili tasi lembaga
Indikator Kinerja
Sasaran Program
1.1
Persentase fasilitasi kerjasama
KPU dengan lembaga riset

uan
Sasararr Program 2
Men
Indikator Kinerja
Sasaran Program
2.1
Persentase kesesuaian kompetensi
pegawai terhadap
standar kompetensi

riset kepemiluan dan o a

BSY. 85o/o B5o/o 85o/oa50h

___-L

eten
T-

9Oo/o 95o/o 95o/o lOOo/o 1000h

Indikator Kinerja
Sasaran Program
3.1
Persentase Tersedianya Sarana
dan Prasarana untuk
Memenuhi Kebutuhan Kerja
Pegawai yang Berfungsi denga.n
Baik

100(,h 100()h lOOo/"10OYo lOOo/o

I

MATRIK KERAITOKA KINERJA DAIII KELEMBAGAAN 59

t
-t

-I

ingkatnya Kapasitas SDM yang

Sasaran Program 3
Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas
KPU

T
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Sasaran Progra:n 4
Men a Akuntabilitas Keuangan
Indikator Kinerja
Sasaran Program
4.1
Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas
Kinerja KPU
Indikator Kinerja
Sasaran Program
4.2
Opini BPK Atas Laporan

B

WTP

Ke PU
Indikator Kinerja
Sasaran Program
4.3
Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi KPU

ffiIKPU
hJ I t<abupaten Muna

dan Kin a KPU

B B

WTP WTP

B

WTP WTP

B

76

l"'
78 79 80

Sasaran Prograrn 5
udnya Data Pem ilih secara Berkelan utan

Indikator Kinerja
Sasaran Program
5. 1

Persentase KPU Provinsi/
Kabupaten/ Kota yang
mem utakhirkan Data Pemilih

IOOo/o lOOo/o 100%

le t Waktu

lO0o/o l0OYo

1. Pelakcaaaaa Perencanaea, Organl3all

r

Sasaran Kegiatan I
Terwujudnya kerj asama dengan lembaga Penyelenggara Pemilu

MATRIK KERAIYGXA XIIYERJA DAT TTLEMBAGAA]Y 60

1

I
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Indikator Kinerja
1.1
Jumlah Fasilitasi Ke{asama
Dengan Instansi Terkait Dalam
Rangka Penguatan Kelembagaan
Demokrasi

ffiIKPU\&d I (abupaten Muna

a+

15
kegiatan

15
kegiatan

18
kegiatan

20
kegiatan

25
kegiatan

Sasaran Kegiatan 2
Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU, KPU Provinsi/KlP Aceh dan KPU/KIP
Ka yang efektif dan efisien
Indikator Kinerja
2.1
Jumlah revisi yang dilakukan
terhadap rencana kerja yang telah
diteta
Sasaran Kegiatan 3
Terwujudnya sistem administrasi penyelengg€raan pemilu yang tertib, efektif dan
elisien
Indikator Kinerja
3.1
Persentase laporan evaluasi yang 7 5o/o 7 5Yo 7 5o/o 7 iYo

akuntabe waktu
Indikator Kinerja
3.2
Persentase KPU Kabupaten/ Kota
yang target kinerjanya tercapai

90.h

sesual dengan perJanJ
Indikator Kinerja
3.3
Persentase yang Tersedia dengan

85o/o 85"/o

Te t waktu

8 kali 8 kali 10 kali 10 kali 12 kali

7 5o/o

90,/. 9Oo/o 90,/.

MATRIK KENANGXA KIIYERJA DAN XELEMBAGAA.IC

8Oo/o 85o/o

61

l 900

85o/o

t_
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Sasaran Kegiatan 4
udn a Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi dan

7 00h 8Oo/" 9Oo/o 100%

RB

2. Porrblnaan Suaber Daya Maaurla dan Pelayarraa Adrrlnlrtracl Kepegawalan
Sasaran Kegiatan I

a tertib administrasi dan penge laan sumber d a manusia
Indikator Kinerja
1.1
Persentase pegawai yang
mendapatkan layanan
kepegawaian secara tepat waktu
dan akurat

lo't

97.50h 97.50h 97 .5o/o 97 .50h 97 .50/o

Indikator Kinerja
1.2
Persentase Penegakkan

9Oo/o

Disi
Indikator Kinerja
2.3
Persentase Pegawai Pemerintah
dengan Perjanjian Kontrak (PPPK)
yang diseleksi melalui Peraturan

400h 60010 800h 900h

ffiIKPU
hJ I Kabupatm Muna

Indikator Kinerja
3.4
Persentase KPU Provinsi, KPU
Kabupaten/ Kota yang ditunjuk
sebagai pilot project yang
mendapat nilai minimal B untuk

9Oo/o 900h 9Oo/o 9OYo

100%

Sasaran Kegiatan 2
Tersed data dan informasi

MATRIK KERANGKA KINERJA DA]!t KELEMBAGAAIIT 62

Kota

penilaian

-l
IOOYI

I
--1

+

Perundang-Undangan
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Indikator Kinerja
2.1
Persentase Pegawai yang Tercatat
secara akurat dalam Data Base
Kepegawaian berbasis teknologi
informasi

ffitKPU

8Oo/o 9Oo/o

Xabupaten Muna

5Oo/o 7Oo/o 95o/o Biro SDM

Biro SDM
Sasaran Kegiatan 3
Tersedianya Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) sesuai peraturan

und laku
Indikator Kinerja
3.1
Persentase PNS yang menduduki
Jabatan Fungsional Penata
Kelola Pemilu (JF PKP) yang
diseleksi sesuai Peraturan
perundang-undangan yang
berlaku

3. Pelakeanaan Pengelolaan Keuangen dan Barang Mtllk ltegara

Sasaran Kegiatan 1

Meningkatnya pembinaan perbendaharaan

4Oo/o 600/o 8ff/" 9ff/o r00% Biro SDM

N
Biro

Keuangan
dan Barang

Indikator Kinerja
1.1
Persentase Pejabat Perbendahara-
an yang Menyelesaikan anggaran
sesuai ketentuan

90, 9Oo/o 9OYo 9Oo/o

L

MATRIK KERANGKA KINERJA DAX XELEMBAGAAIT

yang

Biro
Keuangan
dan Barang

4 r-
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Sasaran Kegiatan 2
Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan

Indikator Kinerja
2.1
Jumlah liaporan sistem
akuntansi dan pelaporan

2 Lap I 2tap 2lap 2Lap 2 Lap

Sasaran Kegiatan 3
Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota yang Menyampa.ikan laporan
Pertanggungiawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan
Valid
Sasaran Kegiatan 4
Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan
Pe yang berlaku
Indikator Kinerja
4.7
Persentase KPU Kabupaten I Kota
yang Patuh dan Tertib dalam
Pengelolaan Barang Milik Negara

ffiIKPUE# I Kabupaten Muna

Biro
Keuangan

dan Barang
N

Biro
Keuangan

dan Barang
Negara

Biro
Keuangan

dan Barang
Negara

T-
98o/o 98o/o 98o/o 98o/o 98'/"

Material
Indikator Kinerja
4.2
Jumlah Laporan Barang Milik
Negara Berdasarkan SIMAK BMN
yang Datanya Sesuai dengan Data
SAK

5 Lap 5 Lap 5 Lap 5 Lap 5 Lap

4. Penyelenggeraarr Operaslonal dan Dukungan Sarana Prasara!,a Kantor

Biro
Keuangan

dan
Barang
Negara

L

MATRIK KERANCKA ISNERJA DAIY KELEMBAGAAN

Biro Umum

64

-------r------l

keuangan

t-

L
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Sasaran Kegiatan 1

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan

ffiIKPU
hJ I Kabupaten Muna

Indikator Kinerja
1.1
Jumlah rancangan Peraturan
KPU / Keputusan KPU tentang

I
Ranca
ngan

I
Ranca
ngan

1

Ranca
ngan

I
Ranca
ngan

I
Ranca
ngan

Biro Umum

Biro Umum

kearsipan yang telah disusun
Indikator Kinerja
1.2
Persentase KPU Provinsi dan KPU
KabupaGn/Kota yang Mengelola
Arsip Inaktif Sesuai Aturan

87 .5o/o 8'7 .5"/" 8'7 .5o/o Biro Umum

Kearsipan
Sasaran Kegiatan 2
Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas
KPU

Biro Umum

Indikator Kinerja
2.1
Persentase sarana transportasi
untuk mendukung kinerja
pegawai yang berfungsi dengan
baik

TOOo/o 100%

Indikator Kinerja
2.2
Persentase fasilitas perkantoran
untuk mendukung kineq'a
pegawai yang berfungsi dengan
baik

TOOo/o lO0o/o

87 .5o/o 87 .5o/o

lOOo/o TOOo/o lOOo/o Biro Umum

lOOo/o l0Oo/o lOOo/o Biro Umum

MATRIIT KERANGXA KINERJA DAIT I{ELEMBAGAAIT 65
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Indikator Kine{a
2.3
Persentase Gedung dan Gudang
KPU, KPU Provinsidan KPU
Kab/ Kota yang berfungsi dengan
baik
Sasaran Kegiatal 3
Me Layanan Persidangan
Indikator Kinerja
3. 1

Persentase ruangErn rapat yang
digunakan tidak ada yang
bersamaan dalam waktu dan

lOOo/o

Indikator Kinerja
3.2
Persentase Hasil Rapat Pleno lOOo/o
yang ditindaklanjuti paling lambat

a+

100% IOOYI 100% Biro Umum

Biro Umum

l0Oo/o IOOYI Biro Umum

ffiIKPUt&Ed I Kabupaten Muna

lO0o/o lOOo/o

loooh

100% lOOo/o l0Oo/o Biro Umum

Biro Umum
Sasaran Kegiatan 4
Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU/KPU Provinsi/KPU
Kabu aten / Kota
Indikator Kinerl'a
4.1
Persentase gangguan
kearnanarr dalarn lingku n gan
KPU/KPU Provinsi/KPU
Kabupaten/ Kota yang dapat
ditanggulangi

100% TOOo/o 100% Biro Umum100% lOOo/o

MATRIK XERAITGXA KII{ERJA DAI{ KELEMBAGAA.IT 66

Kualitas dan Protokol

100%

lOOo/o
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Sasaran Kegiatan 5
Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna

ffiIKPULJ I Kabupaten Muna

KPU

TOYo 7Oo/o

a+

---+-

Biro Umum

Inspektorat
Utama

Inspektorat
Utama

Inspektorat
Utama

lnspektorat
Utama

Inspektorat
Utama

Indikator Kinerja
5. 1

Persentase sarana transportasi
untuk mendukung kinerl'a

at t dipenuhi

7Oo/o 7Oo/o 7Oo/o Biro Umum

Indikator Kinerja
5.2
Persentase fasilitas perkantoran
untuk mendukung kineg'a

a1

TOYo 7Oo/o 7Oo/o 7Oo/o 7ff/o Inspektorat
Utama

Sasaran Kegiatan 1

Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungarr
KPU
Indikator Kinerja
1.1
Persentase penurunan nilai
Pemeriksaan internal dan
eksternal terhadap Realisasi

30h 3Oo/" 3O"/o 3Oo/o 30.h

Sasaran Kegiatan 2

Indikator Kinerja
2.1
Nilai Maturitas SPIP
Sasaran Kegiatan 3
Meningkatnya kompetensi aparat pengawasan dan efektifltas sistem pengendalian
internal

2J 5J4

MATRIK KERAIIGXA I{IIYERJA DAIT KTLEMBAGAAI 67

Meningkatkan Kelancaran Tugas

I

_+_

Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP

3,4 33,3 t l
I

jdih.kpu.go.id/sultra/muna



,+-O a---------+

Indikator Kineda
3.1 3
N

Sasaran Kegiatan 4
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean

ffiIKPUlhd I Kabupaten Muna

3J3 3,4

9Oo/o 90v,

7Oo/o 7 OYio 7Oo/o 7Oo/o 7 5o/o

KPU

Inspektorat
Utama

Inspektorat
Utama

Inspektorat
Utama

Indikator Kinerja
4.7
Persentase pengaduan 95o/o

ar
Sasaran Kegiatan 5
Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian

UAN KPU
Indikator Kinerja
5. 1

Persentase rekomendasi BPK,
BPKPdan APIPyang
ditindaklanjuti
Sasaran Kegiatan 6
Men ingkatkan akuntabilitas kine a di linl
Indikator Kinerja
6.1.
Persentase KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten / Kota yang
mendapatkan nilai akuntabilitas

Inspektorat
Utama

Inspektorat
Utama

6Oo/o 6Oo/o 7Oo/o 7Oo/o 7Oo/o

a minimal B
II. PROGRAM PENYTLTNGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI

Sasaran Program I
Terlaksananya penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya

Inspektorat
Utama

MATRIK KERAITGXA KIIITERJA DAIT XELEMBAGAAIT 68

gOY. 9Oo/o

T
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Indikator Kinerja Sasaran
Program
1.1
Persentase Rancangan Peraturan
KPU yang disusun dan
diharmonisasi dengan tepat waktu
sesuai dengan Kerangka
Re si KPU

ffiIKPU
bd I kabupaten Muna

Sasaran Program 2
Te Dukunu
Indikator Kinerja
Sasaran Program
2.1
Persentase Satker Yang
mendistribusi kan logistik Pemilu/
Pemilihan secara tepat sasaran,
tepat jumlah, tepat jenis,
te t mutu dan t waktu
Sasararr Program 3
T udnya Tahapan Pern

a-a

7O0o/o lOOo/o looo/o 100% lOOo/"

dalarn araan Pernilu ilihan

lOOo/o loOo/o lOOo/o lOOo/o

i1u/Pernil ihan Sesuai Jadwal

TOOo/o lOOo/o loOo/o lOoo/o 100%

Indikator Kinerja
Sasaran Frogram
3.1
Persentase KPU/KPU Provinsi/
KPU Kabupaten/Kota Yang
menyelenggara kan Pemilu/
Pemilihan sesuai dengan jadwal

1 - Pen5rusunen Peraturan Perundang-Undangan
Sasaran Kegiatan I
Terlaksananya penyusunan rancangan Peraturan KPU sesuai dengan ketentu

MATRIK KERAITGKA KINERJA DAIT KELEMBAGAAIY

an

69

TOOo/o

.l t_
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Sasaran Kegiatan 2
Ter
Indikator Kinerja
2.1
Persentase produk hukum yang
dikelola dan perundang-

Indikator Kinerja
2.2
Persentase informasi produk
hukum yang disajikan secara
cepat, tepat, dan akurat sesuai
d SOP

2- Polakcanaan Dukrrngan Bantuan Hukurn

lOOo/o

lOOo/o

hukum

92V" 950h 97Yo

9OVo 92o/o 93"/o

i-

perundang-undangan

Indikator Kinerja
1.I
Persentase Rancangan
yang disusun dan
diharmonisasi tepat waktu sesuai

Indikator Kinerja
1.2
Pesentase rancangan Peraturan
KPU terkait tahapan pemilu/
pemilihan yang disusun melalui
proses uji publik kepada

ffiIKPU
bJ I Kabupaten Muna

a+

loOo/o lOOo/o 100%

lOOo/o 7O0o/o 100%

lO0o/o 1000

94o/o IOOYI

MATRIK KERANGXA KIIITERJA DAIT KELEMBAGAAN

pertimbangan huku

70

dengan kerangka regulasi KPU

;

;l
ll I

laksananya pengelolaan dan pelayanan

___l

Tsasara; Kegiatan t
I Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan
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Indikator Kinerja
1.1
Persentase sengketa hukum yang
dimenangkan KPU yang
menetapkan jadwal tahapan dan
petunjuk teknis Pe nyelenggaraan
Pemilu/ Pemilihan sesuai denga.n
adwal.
Indikator Kinerja
7.2
Persentase KPU, KPU Provinsi/ KIP
Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/
Kota memutakhir- kan data
wilayah/pemetaan dan penetapan
Daerah Pemilihan untuk Pemilu
Tahun 2024

lOOo/o TOOo/o

Sasaran Kegiatan 2
Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik
dan atau DPD
Indikator Kinerja

ffiIKPU\td I l(abupaten Muna

88o/o 88o/o 90y.

lOOo/" tooyo

Biro Teknis
Penyelen
gSaraan
Pemilu

2.1
Jumlah dokumen SOP atau
petunjuk teknis untuk pelaporan
Dana Kampanye, Verifikasi Partai
Politik dan/atau syarat dukungan

Sasaran Kegiatan 3
Pendidikan Pemilih
Indikator Kine{a
3.1

Calon

Kepada Pemilih Pemula, Perem , dan Disabilitas

I
dokumen
(dakam)

I
dokumen
(verpol)

1

dokumen
(per

seoranS
an)

1

dokumen
(dakam)

I
dokumen
(dakam)

l=_-------J-

MATRIK KERANGKA KINERJA DAN I(TLEMBAGAAN

85o/" 9Oo/" 950h 98o/" 100%

71

89o/o 89"/"

lOOo/o

.l

perorangan

I
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Persentase satker
KPU Kabupaten/ Kota Yang
memiliki "Pendidikan Pemilih
Kepemiluan dan Demokrasi"
untuk Pemilih rem uan.
Indikator Kinerja
3.2
Persentase satker KPU Kabupaten
/ Kota Yang memiliki "Pendidikan
Pemilih Kepemiluan dan
Demokrasi" untuk pemilih

95o/o 98o/o 1000

ula.
Indikator Kinerja
3.3
Persentase satker KPU Kabupaten
/ Kota Yang memiliki "Pendidikan
Pemilih Kepemiluan dan
Demokrasi" untuk pemilih
disabilitas.

85o/o 9sYo 98o/o lOOo/o

Sasaran Kegiatal 4
Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran
Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik bencana
Indikator Kinerja
4.1
Persentase satker KPU di Daerah
Potensi Pelanggaran Pemilu
Tinggi, Daerah Rawan Konflik/
Bencana, dan atau Daerah
dengan Partisipasi Masyarakat

900h 950h 98o/o TOOo/o

menda tkan

ffiIKPUbd I Kabupaten Muna

85% 9O/"

85o/o

MATRIX KERANGXA KIIITERJA DAIT XELEMBAGAAI{ 72

9Oo/o

Rendah yang L
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"Pendidikan Pemilih Kepemiluan
dan Demokrasi.

ffiIKPU
bJ I Kabupaten Muna

a+

Sasaran Kegiatan 5
M tnva kualitas informasi dan data cepat serta akurat
Indikator Kinerja
5.1
Persentase Permohonan
informasi yang ditindaklanj uti

100% lO0o/o l00o/o IOOYI IOOYo

melalui PPID sesuai de SOP
Indikator Kine{a
5.2
Persentase informasi dan
pubtkasi tahapan Yang
ditampilkan di media
publikasi KPU paling larnbat I
hari keq'a
Sasaran Kegiatan 6
Sosialisasi Kebijakan KPU Kepa.da Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah
Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)
Indikator Kinerja
6.1
Persentase penyampaian
informasi dan publikasi dalam
tahapan Pemilu/ Pemilihan yang
ditampilan di media publikasi

5 - Pelakcanaaa Perrgelolaaa Loglrtlk
Sasaran Kegiatan 1

Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan,
pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik

lOOo/o TOOo/o lOOo/o 100% 1000

Kab./
Kota

Kab./
Kota

Kab./
Kota

Kab./
Kota

Kab./
Kota
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Indikator Kineda
1.1
Persentase KPU
Kabupaten / Kota yang
menyelenggarakan
Pernilu /Pemilihan tanpa ada
Permasalahan anggaran
dalarn pemenuhan
kebutuhan 1o k

ffiIKPU
EJ I Kabupaten l,tuna

TOOo/o

--.,]

Indikator Kine{a
1.2
Persentase KPU, Kabupaten /
Kota yang melaksanakan
pengadaan logistik keperlu an
Pernilu /Pernilihan dengan
tanpa ada kasus terhadap
proses pengada.an yang
mengakibatkam keru gian
negara atau pemborosan
u n a

100o/o

Indikator Kine{a
1.3
Persentase KPU
Kabupaten/Kota yang
mendistribusikan logistik
Pemilu /Pemilihan tepat jenis,
urnlah dan waktu
Indikator Kineda
1.4
Persentase KPU/KIP
Kabu yang

loooh

MATRIK KERA]TGI{A KIITEzuA DAN KOLEMBAGAAN

TOOo/o TOOo/" TOOo/o l00oh TOOo/o

74

100o/o

lOOo/o

100%

lOOo/o 100% 100%

lOOo/o LOOo/o lOOo/o

TOOo/o loOo/o lOOo/o

T

I
--1-

1
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Menginventarisir dan
memelihara logistik
Pemilu /Pemilihan satu hari
sebelum pelaksanaan
pemungutan suara dalarn

ilihan
Sasaran Kegiatan 2
Ketersediaan tik Pemilu
Indikator Kinerja
2.1
Persentase penyediaan logistik
Pemilu
Sasaran Kegiatan 3
Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu
Indikator Kinerja
3. I
Persentase PelaksanaanPemungutan ?fli
sampai dengan
penetapa.n hasil

ffiIKPU
hJ I Kabupaten Muna

.----+

Kab./
Kota

Kab./
Kota

Kab./
Kota

Kab./
Kota

Kab./
Kota

L

Kab./
Kota

Kab./
Kota

Kab./
Kota

Kab./
Kota

u
6- Pengololaan Data, Teknologl dan Informad

Sasaran Kegiatan 1

Tersedianya data, informasi, sarana dan
ener €u'l e-government KPU

Indikator Kine{a
1.1
Persentase KPU
Kabupaten / Kota dan KPU

prasar€rna teknologi informasi serta

I
lOOo/o lO0o/o TOOo/o

sanakan

MATRIK KERAIYGKA KINERJA DAIT TELEMBAGAAN

7O0o/" lOOo/o
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KP
Kabupatenffi U.r-t

Pemu an data pemilih
secara berkelanjutan melalui
Sistem Informasi Data Pemilih

Muna

a-

looyo 100% TOOo/o

Indikator Kine{a
t-2
Persentase Sarana dan
Prasarana Teknologi
Informasi untuk Sistem
Informasi yang arnan,
handal dan lancar

lO0/o

Indikator Kinerj a
1.3
Persentase Aplikasi KPU yang
diterapkan secara terintegrasi

5oo/o 50o/o 65"/o 8O"/" lOOYo
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